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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu ‘alatkum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni
laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan
yvang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara,
serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor
9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini
merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD
NRI Tahun 1945 vang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008,

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002
merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada
masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD
NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya
mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini
sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI[ Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI
Tahun 1945, minimal secara representatif, dapatlebih memudahkan masyarakat dalam
menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD
NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.
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Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara
negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan nerma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu ‘alalkum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010
SEKRETARIS [ENDERAL,

[

Drs. EDDIE SIREGAR, M.SL
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik [ndonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal
Ifa merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan
bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular
disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang
berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan
mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang
mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah
konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma
fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-
cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga
sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian
pula slogan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan
yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya
terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkenstitusi.
Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan
kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan
globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar
kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan
mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman
masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip
yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai



perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik
bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

*kk

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak
kolektif bangsa dalam mewujudkan Kkonstitusi Indonesia yang memungkinkan
terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan
bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham
dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga
kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama
menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun
1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan
perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap
relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama
sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang
keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan
peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan
pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga
penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan
MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun
1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar
utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas
jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk
kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (Focus group discussion), pelatihan
untuk pelatih (training of trainers), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui
media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta
dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara online maupun offline.

*kk

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi
yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang
memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran
yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi.
Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan,
kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.



Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
bekerja keras dan Sekretariat [enderal MPR yang telah memberikan dukungan yang
maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang
Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI
Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen
bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan
Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu ‘alalkurn Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
;S
Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
Wakil Ketua, Wakil Ketua,

‘ \

//
DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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RISALAH RAPAT PAH |, 5 APRIL-19 MEI 2000

1. RAPAT KE-30 PANITIA AD HOC 1 BADAN PEKERJA MPRRI, 5 APRIL 2000

1. Hari : Rabu

2. Tangsal : 5 April 2000

3. Waktu : 09.00 - 13.00 WIB

4. Tonmpmil ¢ [Fuany GBHN

5. Pimpinan PAHI : - Drs.Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua)
- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
- Drs. Ali Maayimr Mus, M.Si. | Seleretzres |

6. Ketua fupat :  Drs. Jabob Tobing M.P.A

7. Sekretaris [lypgnt  :  Drs. Alp Suherman

8. Acara : Laporan Masing-Masing Tim Yang Melakukan
ILunjangan Ke Daerah

9. Hadir i 25 0rung

10. Tidak hadir : 9Urane

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Daftar hadir yang menanda tangani sudah 24 dari 44. Dua puluh lima dengan Pak
Hafiz dan waktu kita juga sudah memenubhi toleransi setengah jam.

Baik, jadi dengan demikian maka Rapat Pleno PAH I pada hari ini kita buka.

KETOK 1X

Sesuai dengan undangan maka agenda Rapat Pleno kita hari ini adalah kita secara
pleno ingin mendengarkan laporan dari tim-tim kita yang melakukan, pertama,
Kunjungan kerja ke-8 Tingkat I dan dari Tim yang menghadiri dan mensupervisi
pelaksanaan seminar-seminar di enam tingkat I. Seperti kita ketahui bahwa pada masa
sidang yang lalu, kita sudah berkunjung ke-13 tingkat I dan kita memutuskan untuk
berkunjung kembali ke-14 tingkat I lainnya yang belum kita kunjungi dalam bentuk
kunjungan kerja dan seminar.

Posisi daripada kegiatan itu yaitu kunjungan kerja dan seminar itu adalah dalam
kerangka untuk memperoleh masukan yang sebanyak mungkin untuk memperkaya
proses pelaksanaan tugas yang diembankan kepada PAH I ini, dan khusus kegiatan
dalam bentuk seminar posisinya pada dasarnya sama yaitu dalam rangka memperoleh
masukan tetapi di dalam hal ini masukan yang kita peroleh itu lebih terfokus dan lebih
memperoleh pengolahan sedemikian untuk satu lingkup mata acara atau bahan
tertentu dan dilakukan dengan suatu pendekatan keilmuan tertentu.

Pada waktu yang lalu kita melakukan enam seminar. Yang Pertama adalah
seminar dalam rangka bidang politik khusus mengenai amendemen Undang-Undang
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Dasar yang kita lakukan di Banjarmasin pada tanggal 19 dan 20 Maret yang lalu.

Kita juga mengadakan seminar dengan topik masalah-masalah pendidikan dan
budaya di Semarang pada tanggal 22 dan 23 Maret yang lalu. Kita juga melakukan
seminar dengan topik agama dan budaya di Mataram Lombok juga pada tanggal 22-23
Maret yang laly, Kita melakukan seminar dengan tema atau topik otonomi daerah di
Pekan Baru pada tanggal 24-25 Maret yang lalu. Demikian juga Seminar dengan topik
masalah hukum dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di Bandar
Lampung pada tanggal 25-26 Maret yang lalu. Kemudian kita juga melakukan seminar
dengan topik ekonomi dan Undang-Undang Dasar di Yogyakarta pada tanggal 25 dan
26 Maret yang lalu. Semuanya telah terlaksana dengan baik, kita tentunya sangat
berterima kasih kepada asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi yang telah
membantu kita dalam melaksanakan seminar tersebut, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia kemudian Ikatan Sarjana Pendidikan.. ya Pak ya, Indonesia, kemudian
Asosiasi IImu Politik Indonesia kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga kepada Universitas Riau. Saya rasa itu
yang membantu kita dan Universitas Lambung Mangkurat saya rasa di Banjarmasin
dan juga dengan IAIN khususnya dalam seminar mengenai agama dan budaya yang kita
laksanakan di Lombok, Mataram.

Sesuai dengan agenda kita maka pada hari ini kita akan memperoleh laporan
resmi pertama dari Tim yang melakukan kunjungan kerja. Dan yang kedua, yang
mensupervisi pelaksanaan seminar-seminar. Dengan demikian apabila laporan itu
sudah kita dengarkan dan kita terima maka laporan itu menjadi materi masukan resmi
bagi PAH I ini. Kemudian kita tahu bahwa di masyarakat sendiri perbincangan atau
sekarang dikenal dengan istilah wacana. Wacana namanya ini kita makin kaya saja
dengan menggunakan bahasa-bahasa zaman dulu tapi kita makin kaya.

Wacana mengenai topik-topik di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945
ini terus berkembang dan semakin kaya dan saya pikir itu adalah sebuah lingkup yang
baik dalam rangka supaya kita semua merasakan keterlibatan kita langsung ataupun
tidak langsung dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kita
sebentar lagi akan melakukan suatu kegiatan dengan maksud yang sama, memperoleh
sebanyak mungkin masukan yaitu studi banding ke beberapa Negara di dunia. Sehingga
nanti kalau kita masuk kembali dalam sidang-sidang pada bulan Mei maka kita sudah
siap masuk ke dalam rapat-rapat, mendiskusikan, melakukan saling argumentasi begitu
untuk melakukan amendemen kepada Undang-Undang Dasar 1945 materi-materinya
secara langsung.

Oleh karena itu maka sekarang kami akan menawarkan bahwa pertama yang
akan melakukan laporan adalah yang seminar yang enam kemudian dilanjutkan
dengan delapan Tim kunjungan kerja.

Mengenai hal ini kita berhitung juga mengenai waktu sekarang sudah jam 10.35
kalau 14 Tim ini masing-masing sepuluh menit saja sudah dua jam setengah jadi itu
akan berarti kita akan menyelesaikan pada jam 13.00 WIB. Oleh karena itu kami minta
kepada Tim, juru bicara Tim untuk langsung masuk kepada substansi laporannya dan
mengurangi hal-hal yang bersifat laporan pandangan mata.

Jadi saya tawarkan apakah bisa pertama menerima laporan dari tim seminar,
kedua Tim kunjungan kerja dan masing-masing maksimum sepuluh menit, bisa Pak,
terima kasih. Dan berarti sepuluh menit itu adalah maksimum, tidak dilarang apabila
Anda melakukannya kurang dari sepuluh menit, tetapi malah dianjurkan oleh pleno
tetapi sangat dilarang untuk melakukan lebih dari sepuluh menit.

2 Perubahan UUD 1945



Dengan demikian maka kalau nanti kita selesai dengan lebih cepat mungkin ada
acara lain-lain yang akan menampung berbagai hal termasuk sekiranya ada hal-hal
yang menyangkut kunjungan kerja ke luar negeri yang memerlukan pendapat atau
keputusan pleno, kalau yang tidak, tidak usah.

Baik, kami akan pertama-tama mengundang pelapor dari Tim Seminar di
Banjarmasin yang paling pertama melakukan seminar politik di Banjarmasin, Pak
Harun silakan.

2, Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Pimpinan, Bapak/Ibu para anggota PAH I Badan Pekerja
MPR yang kami hormati.

Untuk menyingkat waktu sesuai dengan jadwal yang tersedia maka akan kami
sampaikan hasil seminar bidang politik yang diselenggarakan di Banjarmasin pada
tanggal 20-21 Maret 2000 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Assosiasi Ilmu
Politik Indonesia.

Pertama, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika yang diusulkan
bersifat taat asas dan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau aspek hukum dan
sistematis berdasarkan prioritas atau aspek politik. Hal-hal yang menyangkut
ketentuan adanya negara, rakyat, daerah, dan lambang atau simbol mengawali uraian
pada Batang Tubuh, rakyat atau kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan sebagai
infrastruktur politik diletakkan di urutan berikutnya. Lembaga-lembaga Negara
sebagai suprastruktur yang mewakili rakyat menerima kekuasaan serta menjalankan
diletakkan sesudahnya.

Yang kedua, mengenai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 untuk sementara tidak perlu diubah mengingat
Pembukaan di dalamnya memuat falsafah Negara berimplikasi pada bab-bab
selanjutnya dalam Batang Tubuh.

Ketiga, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baca Batang Tubuh saya
nengoknya ke Pak Asnawi Latief ini, saya bacakan rumusan saja bukan saya yang bikin,
jangan diprotes sebab kalau saya yang bikin mungkin tidak pakai Batang Tubuh yaitu:

(A) Lembaga MPR Pasal 2 Ayat (1) dan (2) diubah dengan sitem bikameral atau

dua kamar sehingga berubah menjadi dua lembaga yaitu DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) dipilih sepenuhnya melalui pemilihan umum nasional
dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang semuanya dipilih oleh pemilihan
lokal. Mengenai jumlahnya diatur melalui Undang-Undang atau ditetapkan
oleh MPR, sedangkan pengesahan anggota DPR dan DPD disahkan oleh
Undang-Undang. Bukan oleh Keputusan Presiden, bila diperlukan dapat
bersidang dalam setahun.

(B) Lembaga Kepresidenan, Kementerian Negara dan DPR Pasal 5 Ayat (1), Pasal

6 Ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 17 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 dan Pasal 21.

Wewenang legislatif Presiden ditiadakan, karena Undang-Undang dibuat oleh
DPR dan dikontrol oleh Dewan Perwakilan Daerah. Presiden adalah orang
Indonesia atau warga Negara Indonesia. Presiden dipilih langsung dalam satu
paket dengan Wakil Presiden, memberikan alternatif setelah Wakil Presiden
menggantikan Presiden yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah sebagai
pejabat Presiden. Dan bila pejabat Presiden mangkat juga maka berturut-
turut diganti oleh Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Perubahan UUD 1945 3



Sistem pemerintahan presidensiil diubah dengan alternatif sistem
pemerintahan semi presidensiil. Pasal 20 dan 21 karena masih memerlukan
kekuasaan dan campur tangan Presiden dalam proses pembuatan undang-
undang terutama bila sistem bikameral diberlakukan. Bila tidak maka
Presiden diberi batas waktu 30 hari untuk mempelajari RUU yang diajukan
oleh DPR. Bila tidak ada tanggapan maka pengesahannya terletak di DPR
bukan bersama-sama Presiden. Tambahan pasal, pemisahan Ketua DPR
dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mekanisme pengambilan
keputusan di DPR seperti tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPR
Pusat, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II serta komposisinya dan hubungan
antar DPR Pusat dan Daerah. Perlu dimasukkan mengenai hak-hak DPR
terutama mengenai wewenang mengamendemen Undang-Undang Dasar
1945 dan Penjelasannya.

Mentalitas dan fungsi DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dalam
menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik yang dialami oleh rakyat.

(C) Lembaga Mahkamah Agung Pasal 24 dan 25, ini aslinya adalah lembaga
kekuasaan kehakiman. Bab IX diganti menjadi Mahkamah Agung, Mahkamah
Agung diberi hak judicial review termasuk diberi hak menguji RUU dan DPR
atas usulan pemerintah. Mahkamah Agung juga berhak menguji nilai
rohaniah suatu peraturan perundang-undangan, melarang kekuasaan
pemerintah negara atau eksekutif untuk membatasi atau mengurangi
wewenang kekuasaan kehakiman. Lembaga Kehakiman diberikan wewenang
intern atau otonom untuk mengatur dirinya sendiri dengan Undang-Undang
atau Ketetapan MPR berkaitan dengan organisasi, administrasi, rekruitmen
dan finansial. Mahkamah Agung harus lepas kontrol dari DPR karena
kedudukannya sederajat, tetapi pengawasan dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Daerah.

(D) Keuangan Pasal 23 Ayat (5) Bab VIII judulnya diganti dengan RAPBN, BPK
dijadikan pasal terpisah dan bab terpisah pula. Fungsi, kedudukan,
komposisinya serta wewenangnya diatur secara jelas. Perlu adanya pasal
yang mengatur secara tegas mengenai perimbangan antara Pusat dan daerah
terutama untuk pelaksanaan otonomi daerah.

(E) Pendidikan dan bahasa Pasal 35 dan 36 Bab XV tentang simbol-simbol negara
yang berisi bendera negara, lambang negara, bahasa negara, ibukota negara,
lagu kebangsaan atau simbol-simbol lain.

(F) Penambahan bab baru mengenai hak asasi manusia.

(G) Warga Negara Pasal 28 ditambah tentang organisasi kemasyarakatan.

(H) Pertahanan negara, Bab XII Pasal 30 Bab baru dimasukkan posisi TNI dan
Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewajiban warga negara
dalam bela negara.

(I) Kemudian mengenai Pemerintahan daerah dimasukkan tentang otonomi
daerah baik yang bersifat luas, khusus, maupun daerah yang bersifat
berstatus istimewa.

() Pemisahan kekuasaan secara tegas antarlembaga ketata negaraan yang
sederajat, ini bab baru.

(K) Tentang perlunya dimasukkan dalam amendemen Undang-Undang Dasar
1945 sistem pemilu yang digunakan, Bab baru juga ini. Aturan Peralihan
tetap tidak perlu ada pengubahan.
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Penjelasan Undang-Undang Dasar, beberapa penjelasan yang masih diperlukan
untuk menjelaskan bab tertentu dapat dipindahkan ke dalam bab-bab tersebut sebagai
pasal-pasal tambahan. Bila susunan Undang-Undang Dasar 1945 membuka
kemungkinan masuknya pengubahan sebagai bagian terus diatur baru maka bagian ini
tidak lagi diperlukan. Dan yang dari PAH I BP MPR ke Banjarmasin adalah Bapak
Hobbes Sinaga, Bapak Suwarno, Bapak Theo Sambuaga, Ibu Valina, dan kami sendiri.

Terima kasih.

Wassalaamu "alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. KetuaRapat: Slamet Effendy Yusuf
Selanjutnya dengan bidang yang lain kami persilakan.

4. Pembicara: Harjono (F-PDIP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan yang kami hormati.

Baiklah saya akan melaporkan beberapa hal yang saya catat perlu untuk
disampaikan pada kesempatan ini. Hasil seminar nasional pendidikan di Semarang 22
sampai 23 Maret 2000.

Sebagaimana kita juga sudah ikuti di dalam sidang-sidang ini bahwa seminar di
Semarang pendidikan nasional diselenggarakan atas kerja sama dengan Ikatan Sarjana
Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Semarang, dari IKIP lalu diubah menjadi
Universitas Negeri Semarang. Beberapa topik dibahas di dalam seminar tersebut dan di
dalam seminar di Semarang ternyata secara luas persoalan pendidikan mendapatkan
pembahasan yang sangat intensif. Para peserta tidak khusus memberi perhatian
kepada persoalan-persoalan yang langsung berkenaaan dengan redaksi pengubahan
pasal-pasal yang berkenaan dengan pendidikan pada Undang-Undang Dasar, tapi
memberi satu sorotan yang sangat komprehensif dan secara makro pada sistem
pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu di dalam pembahasan-pembahasan tersebut sebetulnya banyak
materi-materi yang tidak hanya menjadi kebutuhan pada pengubahan Undang-Undang
Dasar tapi juga menjadi substansi dari GBHN, undang-undang bahkan juga peraturan-
peraturan pelaksanaan dari sistem pendidikan nasional. Secara rinci saya kira Ikatan
Sarjana Pendidikan Indonesia sudah melaporkan pada kesempatan yang lalu. Tapi
diktum-diktum yang perlu saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sangat pokok
yang berkaitan dengan kepentingan kita untuk melakukan pengubahan pada Undang-
Undang Dasar 1945.

Pokok-pokok tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Berdasarkan pengalaman sejarah kita lebih sadar akan kedudukan strategis
pendidikan nasional bersama dengan peranan sosial lainnya dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional dan membangun peradaban
bangsa. Sudah saatnya untuk meningkatkan kemauan politik pemerintah dan
menyempurnakan strategi membangun pendidikan nasional yang sesuai dengan
ketentuan dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Pendidikan Nasional serta kebutuhan perkembangan zaman.

(2) Penyempurnaan bentuk-bentuk dan jiwa perundang-undangan yang telah
ada sampai saat ini agar lebih sama dengan jiwa dan pasal tertentu dalam Undang-
Undang Dasar 1945, tidak seharusnya selalu berarti membuat rumusan baru atau
mengganti diktum baru dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan perlu
melengkapi, menyempurnakan dan memperjelas ketentuan-ketentuan dasar. Jadi
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dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukan satu
penyempurnaan, pelengkapan, dan pemperjelas ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

(3) Hal-hal tersebut di atas berarti bahwa penyempurnaan di dalam hal-hal dan
persoalan-persoalan tertentu yang perlu didahulukan bukan semata-mata tertuju pada
bab, pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi lebih dahulu dilakukan
penjelasan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dari seminar tersebut
masih selalu disampaikan bahwa persoalan-persoalan pendidikan sebetulnya tidak
menyangkut kebutuhan akan pengubahan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945, tapi selalu disampaikan bahwa yang perlu disempurnakan adalah penjelasan-
penjelasannya, meskipun pada kesempatan pertama sudah kita sampaikan bahwa ada
niatan dari PAH ini untuk menghilangkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan
mengangkat secara normatif hal-hal yang ada Penjelasan dalam pasal-pasalnya. Tapi
para peserta seminar selalu menyatakan bahwa tidak ada persoalan dengan bunyi
pasal Undang-Undang Dasar tetapi persolannya justru implementasi yang disebabkan
karena kurang tegasnya penjelasan-penjelasan tersebut. Bahkan bila dianggap sudah
memadai penjelasan mengenai hal-hal yang spesifik dicantumkan cukup dalam GBHN
dan Undang-Undang organik.

(4) Pada saat yang sama peserta seminar mempertimbangkan pula baik
buruknya untuk membatasi diri untuk melakukan pengubahan hanya pada Penjelasan
saja Undang-Undang Dasar 1945, tanpa perlu melakukan amendemen pada pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945. Peserta seminar umumnya juga berpendapat bahwa
hendaknya selalu dibuka untuk memungkinkan pencantuman hal-hal yang pokok di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat berarti pengubahan atau penambahan
pasal baru pada Undang-Undang Dasar 1945.

(5) Secara khusus di antara saran-saran peserta seminar mengenai amendemen
Undang-Undang Dasar 1945, adalah diadakannya peninjauan dan penyempurnaan
Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, karena pada kesempatan tersebut juga dibahas
tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan nasional, di mana di dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 termasuk salah satu bidang yang akan dilaksanakan
atau diotonomikan kabupaten atau kota. Kotamadya kini belum ada satu gambaran
yang jelas kira-kira bentuk otonomi itu akan berwujud bagaimana? Karena ada satu
sistem pendidikan nasional, sedangkan sekarang daerah diberi otonomi untuk
mengurus urusan pendidikan. Jadi kaitan persoalan itulah kemudian perlu adanya
penyempurnaan pada Pasal 18 yang berhubungan dengan pemerintahan daerah yang
berkaitan juga dengan sistem pendidikan nasional.

Di samping Pasal 18 disebut juga Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32
tentang kebudayaan. Saran-saran secara rinci tercantum di dalam laporan hasil
seminar yang mencakup empat topik seminar saya kira ini hasilnya sudah disampaikan
oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Selanjutnya seminar juga berpendapat serta
menyarankan agar sebagai konsekuensi mengamendemen Undang-Undang Dasar
1945, baik dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal-pasal tersebut, seluruh
produk-produk perundangan serta peraturan pemerintah disusun dan dijabarkan dari
pasal-pasal yang telah diubah untuk ditinjau kembali dan disesuaikan. Saran ini
terutama ditujukan pada beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah yang bersumber
daripadanya. Inilah kira-kira garis-garis besar rumusan saran-saran seminar yang
dihasilkan di dalam Seminar Pendidikan Nasional di Semarang dalam konteks
pengubahan Undang-Undang Dasar 1945.
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Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalaamu
‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. KetuaRapat: Jakob Tobing

Terima kasih.

Mohon maaf tadi karena sesuatu yang sangat penting saya harus terima telepon,
sekarang teleponnya sudah saya matikan.

Saya rasa begini, jadi baiknya laporan itu secara resmi bisa diserahkan kepada
Panitia Ad Hoc I melalui Pimpinan PAH I dan tadi juga yang disampaikan oleh Pak
Harun juga demikian dan kami persilakan.

Baik dan juga barangkali dari politik yang tadi belum sempat diserahkan. Baik
berikutnya adalah dari Mataram, NTB agama dan budaya. Pak Hatta yang lapor, silakan
Pak Hatta Mustafa.

6. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Laporan mengenai seminar Agama dan Budaya ini dalam Konteks Pengubahan
Undang-Undang Dasar 1945 ada dua macam, Pertama yang yang dibuat oleh
Sekretariat kita. Dan yang kedua dibuat oleh penanggung jawab IAIN Syarif
Hidayatullah. Yang saya ingin laporkan adalah sebetulnya satu sama lain saling
mendukung.

(1) Bidang Agama, persoalan yang banyak disoroti oleh peserta seminar ialah
hubungan antara agama dan negara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Mestikah agama harus mengatur Negara dan Negara harus mengatur agama.
Bagaimana sesungguhnya jarak ideal antara agama dan negara. Bagaimana hubungan
antara agama dan hak-hak asasi manusia. Mestikah setiap warga Negara Republik
Indonesia harus beragama, haruskah ada kriteria khusus yang digunakan untuk
menentukan keberadaan sebuah agama. Bagaimana dengan agama-agama yang tidak
termasuk ke dalam lima agama besar yang diakui, Islam, Katholik, Kristen, Hindu, dan
Budha.

(2) Secara umum ada tiga model hubungan antara negara dan agama. (a). Negara
Sekuler yaitu negara yang memisahkan secara total hubungan antara negara dan
agama. (b) Negara Agama yaitu negara yang menjadikan agama sebagai dasar
kekuasaan dan kedaulatan. (c) Negara Pancasila yaitu negara yang memberikan peran
agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada umumnya peserta memilih katagori ketiga dan tidak menyetujui katagori
pertama dan kedua. Peserta setuju ada grup Indonesia bukanlah negara agama dan
bukan pula negara sekuler tetapi negara yang memberikan tempat yang terhormat
pada agama. (a) Hubungan agama dan Negara harus dipertahankan, namun hubungan
tersebut bersifat adminstratif. Negara hendaknya tidak terlalu jauh mencampuri
urusan internal setiap agama. Pluralisme keagamaan harus dianggap sebagai suatu
kenyataan konsekuensinya. Setiap agama yang hidup di dalam masyarakat berhak
mendapatkan pengakuan negara. (b) Peserta sepakat tidak mengamendemen
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan agama dan Negara secara
konstitusional tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya
di dalam alinea keempat. Pasal 29 Ayat (1) dan (2) dianggap sebagai implementasi dari
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dengan beberapa cacatan
pengubahan redaksional sebagai diterangkan dalam rekomendasi.
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(5) Sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka
konsekuensinya Negara tidak memberikan tempat kepada warga Negara yang tidak
berketuhanan atau tidak beragama.

(6) Idealnya agama dan hak-hak asasi manusia tidak mesti berhadap-hadapan,
karena misi keduanya sama-sama meningkatkan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai
moral keagamaan diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mengimplementasikan
konsep HAM di dalam masyarakat.

Nah, pada bagian terakhir untuk agama rekomendasinya adalah Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 tidak diamendemen. Alasannya sesuai dengan jiwa
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sudah merupakan konsensus nasional
yang dinilai masih relevan untuk dipertahankan.

Alternatif Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 supaya tetap dipertahankan.
Yang mempertahankan ini ada dua alternatif Saudara Ketua, (1) Untuk dipertahankan
karena sudah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah bukan negara sekuler. (2)
Sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu
kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Alternatif kedua Pasal 29
dihapuskan kepercayaannya itu.

Jadi Ayat (1) tetap. “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dan Ayat
(2)-nya, “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya”, “dan kepercayaannya” itu
dihapus. Karena seringkali menimbulkan persoalan penafsiran. Jadi bukannya
ditafsirkan agama tapi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) makna pasal ini
akan lebih jelas dan tegas kalau potongan kata kepercayaannya itu dihapus. Dari segi
bahasa mestinya ada kepercayaan sebelumnya untuk menyambung kata itu. Jadi ini
mengenai rekomendasi soal agama. Jadi ada dua alternatif, yang pertama tetap dan
kedua dihapus.

Kemudian di bidang Budaya. Bidang budaya Saudara Ketua dan Saudara-saudara
sekalian persoalan yang banyak disoroti dalam bidang budaya adalah hubungan antara
negara dan budaya. Bagaimana peranan negara terhadap budaya dan bagaimana
peranan budaya terhadap negara. Apa akibatnya jika negara terlalu jauh
mengintervensi budaya dan apa efeknya jika budaya-budaya lokal tertentu terlalu
dominan dalam pengaturan negara. Apa itu kebudayaan nasional dan bagaimana
strategi pengembangannya.

Budaya Pasal 32: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”,
terlalu sedikit dan masuk di dalam bidang pendidikan. Nah, banyak hal yang
dibicarakan di dalam seminar itu mengenai kebudayaan tapi rekomendasinya adalah
sedikit Saudara Ketua.

Pasal 32 itu di bidang kebudayaan itu cuma menginginkan pasal ini tidak
merupakan bagian dari Bab Pendidikan. Semangat Pasal 32 tetap dipertahankan. Lalu
usulan rekomendasinya, jadi Pasal 32 menurut rekomendasi dari seminar adalah :

Ayat (1): “Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan kebudayaan nasional.”
Kalau di dalam Pasal 32 lama hanya satu ayat, “Pemerintah memajukan kebudayaan
nasional”, tapi di sini meminta Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan
kebudayaan nasional

Ayat (2): “Kebudayaan nasional yang berlandaskan agama menjadi benteng
ketahanan kesatuan Indonesia.”

Ayat (3): “Pembinaan dan pengembangan nasional tetap menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur kebudayaan daerah.”
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Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana disebut pada
Ayat (3) dilaksanakan dengan undang-undang. Inilah kira-kira rekomendasi untuk
rumusan Pasal 32 dari seminar tersebut. Dari seminar tersebut memang ada bundel-
bundel pelaksanaan mengenai pemakalah dan sebagainya nanti akan resmi diserahkan.

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hatta dan untuk Tim agama dan budaya. Jadi, walaupun ini
tipis karena sudah disebutkan bundel-bundelnya diikut sertakan memang itu terasanya
abot.

Terima kasih, berikutnya kami undang laporan dari Tim Otonomi Daerah di
Pekanbaru, juru bicaranya Ibu Ros atau Pak Happy? Ibu Ros ya, silakan Ibu Ros.

8. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan
melaporkan hasil seminar tentang otonomi daerah di Pekanbaru yang dua laporan. Ada
yang dari PAH dan ada yang dari AIPI. Seminar yang berlangsung pada tanggal 24
sampai 25 Maret 2000 di Pekanbaru di sebuah hotel Arya Duta bintang lima, satu hotel
yang baru di sana. Setelah dibuka oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah TK I. Riau, Wakil
dari AIPI dan Wakil dari PAH I. Peserta seluruhnya berjumlah 200 orang dari unsur
DPRD TK I Riau, DPRD Kabupaten dan Kota, aparat birokrasi, aparat keamanan,
Perguruan tinggi, LSM, media massa, baik cetak maupun elektronik, TV, dan radio.

Pada hari kedua jumlah peserta tetap banyak, berkurang sedikit dari hari
pertama, lebih kurang dari 190 orang jadwal acara dapat dilihat pada lampiran. Jadi
suasana seminar agak seru berbeda barangkali dengan tempat yang lain. Peserta pada
umum nya memberikan kritik yang tajam terhadap Pemerintah Pusat yang dianggap
sebagai penghisap daerah. Dan kerap kali peryataan-peryataan mereka disertai dengan
luapan emosi kekesalan terhadap Pemerintah Pusat. Mereka masih belum dapat
percaya atau yakin bahwa Pemerintahan Gus Dur sedang menata hubungan antara
Pusat dan daerah melalui pemberian otonomi yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Suara mereka pada umumnya menuntut otonomi luas, federal atau merdeka.
Otonomi daerah supaya diberlakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
dengan segera mungkin. Dan memberikan kewenangan luas kepada daerah tanpa Pasal
7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena pasal tersebut sangat
membatasi kewenangan daerah. Hadir dalam seminar itu adalah calon Presiden opsi
Riau merdeka dan juga kami dihadapi dengan unjuk rasa dari mahasiswa yang juga
pendukung daripada opsi merdeka.

Jika hal tersebut tidak dapat direalisir Pusat, kepercayaan daerah kepada
Pemerintah Pusat akan memudar dan ancaman membentuk Negara Federal atau
bahkan disintergrasi memerdekakan diri tidak akan terbendung lagi. Otonomi luas
merupakan perwujudan dari demokratisasi. Sebagai pelaksana seminar adalah dari
PAH I BP MPR yang hadir adalah Saudara Happy Bone, Seto Harianto dan saya sendiri.
Sebagai pelaksana dari AIPI dan diserahkan kepada Panitia kecil cabang dari
Pekanbaru.

Kesimpulan umum adalah para peserta mengharapkan pengubahan kewenangan
dan kekuasaan daerah untuk mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya kami akan menyampaikan ringkasan
pokok-pokok dari seminar.
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(1) Paradigma baru otonomi daerah dalam upaya mengakomodasi tuntutan
pengubahan di satu pihak dan mempertahankan keutuhan bangsa di pihak lain.
Tampaknya diperlukan cara pandang dan wacana baru mengenai otonomi daerah.
Wacana baru tersebut adalah menempatkan urgency otonomi sebagai salah satu
agenda reformasi menyeluruh dalam kehidupan berbangsa kita. Kalau disepakati
bahwa tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demokrasi kesejahteraan
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat maka arah kebijakan otonomi daerah di masa
depan harus berorientasi sekaligus sebagai sebagian dari agenda demokratisasi.
Dengan kata lain otonomi daerah belum menjanjikan keadilan dan kesejahteraan yang
lebih baik bagi masyarakat daerah, apabila demokratisasi diabaikan di dalamnya.
Maraknya politik uang dalam pemilihan Kepala daerah maupun pimpinan DPRD dalam
beberapa waktu terakhir, merupakan bukti mengenai hal itu. Otonomi daerah tanpa
dilakukan secara simultan dengan agenda demokratisasi dilainnya bisa menjadi
perangkap yang bisa menjerumuskan daerah kepada otoriter dan KKN baru ditingkat
lokal.

Hakekat otonomi daerah apabila otonomi diagendakan dalam rangka
demokratisasi maka otonomi daerah paradigma baru harus didefinisikan sebagai
otonomi bagi rakyat daerah. Bukan otonomi pemerintah daerah atau pemda. Juga
bukan otonomi bagi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di
tingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan oleh
pemerintah daerah maka kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui
pemilu yang adil, jujur, dan demokrasi.

Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah substansi demokrasi dan atau
demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat
yang mayoritasnya berada di daerah-daerah.

Konsekuensi logis dari cara pandang di atas adalah bahwa otonomi daerah harus
dipandang sebagai hak rakyat daerah yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda
demokrasi dan atau demokratisasi. Dengan begitu maka otonomi daerah tidak bisa
didistorsikan sekedar sebagai persoalan penyerahan urusan atau pelimpahan
kewenangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan
atau pelimpahan wewenang hanyalah instrumen administartif bagi implementasi hak
daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.

Hubungan Pusat dan daerah. Daerah tidak bisa lagi sebagai sub ordinasi bagi
pusat. Hubungan Pusat dan daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi
keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti
bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau
kontrak antara pemerintah Pusat dan daerah. Cakupannya didasarkan pada hasil dialog
dan musyawarah antara pemerintah Pusat dan wakil-wakil rakyat daerah. Utusan
daerah di dalam majelis di masa depan secara terpisah dan atau bersama-sama dengan
DPRD dapat mewakili rakyat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.

Titik berat otonomi daerah mengingat begitu beragamnya potensi dan
kemampuan daerah-daerah maka di masa depan perlu diagendakan otonomi daerah
yang bersifat fleksibel untuk kebutuhan jangka pendek yang bersifat sementara sampai
terbentuknya struktur perwakilan politik baru hasil Pemilu Tahun 2004. Titik berat
otonomi dapat saja diletakkan pada kabupaten dan kota sebagai tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun setelah masa percobaan tersebut atau
sesudah pemilu tahun 2004 harus dibuka peluang bagi daerah untuk mengubah.
Apakah mengambil otonomi pada kabupaten atau kota, provinsi atau gabungan
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beberapa kabupaten dan kota dalam provinsi yang sama.

Kabupaten dan kota secara bersama-sama dan atas persetujuan DPRD provinsi
dapat mengusulkan pelaksanaan otonomi bagi daerah di tingkat provinsi. Atau
gabungan beberapa kabupaten dan kota yang menghendaki pengurusan rumah tangga
mereka secara kolektif. Persoalannya tidak semua daerah memiliki SDM dan SDA yang
mendukung implementasi otonomi daerah pada kabupaten dan kota.

Cakupan pengaturan otonomi daerah dalam Konstitusi, sesuai masukan di atas
maka pasal-pasal mengenai otonomi daerah harus mengatur :

(a) Pembatasan kekuasaan Pusat atau daerah di satu pihak dan jaminan
perlindungan bagi hak-hak rakyat daerah termasuk indentitas lokal dan di pihak lain.

(b) Cakupan pembagian kekuasaan sharing of power antara Pemerintahan
nasional dan Pusat atau Pusat di satu pihak dan rakyat daerah melalui Pemerintahan
daerah yang dipilih melalui pemilu dipihak lain.

(c) Mekanisme dialog dan musyawarah antara pemerintah Pusat dan daerah
serta batas-batas yang jelas dari kemungkinan saling campur tangan di antara kedua
belah pihak.

(d) Titik berat otonomi daerah diimplementasikan secara fleksibel dan tidak
mesti diseragamkan, melainkan lebih berorientasi pada potensi dan kemampuan setiap
daerah.

(e) Skala atau besaran otonomi disesuaikan dengan kemampuan daerah yang
memang beragam yaitu otonomi khusus atau penuh pada tingkat provinsi. Atau
otonomi luas pada tingkat kabupaten dan kota provinsi. Atau gabungan beberapa
kabupaten dan kota dalam provinsi yang sama. Dan otonomi terbatas terutama bagi
kabupaten dan kota dan provinsi yang secara objektif tidak mampu, sehingga sangat
tergantung pada subsidi pemerintah Pusat

9. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Mohon waktunya Bu.

10. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Tiga usulan draf amendemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kalau
kerangka pikir di atas menjadi acuan arah kebijakan otonomi daerah di masa depan
maka Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah dan atau disempurnakan
sesuai dengan tuntutan pengubahan dan kebutuhan bangsa di masa depan. Beberapa
usul pengubahan tersebut adalah Pasal 18.

(A) Prinsip otonomi.

(1). Dalam rangka mewujudkan demokrasi dan keadilan kesejahteraan bagi
semua bangsa, daerah dapat membentuk Pemerintahan daerah otonomi secara penuh
melalui otonomi khusus secara luas dan secara terbatas melalui otonomi terbatas.

(2). Penetapan besaran otonomi bagi setiap daerah dengan bentuk susunan dan
Pemerintahannya ditetapkan bersama-sama oleh majelis utusan daerah dan
pemerintah pusat.

(3). Daerah berhak mempertahankan identitas sosial dan budaya sepanjang tidak
bertentangan dan melampaui kewenangan yang dimilikinya.

(B). Pasal 18 cakupan kewenangan.

(1). Kewenangan pemeritah Pusat dalam melaksanakan otonomi luas hanya
mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan militer, dan
bidang agama.
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(2). Kewenangan pemerintah daerah yang menghendaki otonomi luas mencakup
semua kewenangan lain yang tidak tercakup dalam Ayat (1).

(3). Daerah yang merasa mampu menyelenggarakan otonomi khusus
berdasarkan dialog musyawarah dan kesepakatan pemerintah Pusat dapat mengambil
sebagian kewenangan pemerintah Pusat, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, dan militer.

(4). Daerah yang merasa tidak mampu menyelenggarakan otonomi khusus dan
otonomi luas dapat meminta persetujuan pemerintah Pusat untuk mengurangi cakupan
kewenangan yang dimilikinya.

(C). Pasal 18 titik berat

(1). Sesuai potensi daya dukung dan kemampuan daerah kabupaten dan provinsi
maupun gabungan beberapa kabupaten dan kota di dalam provinsi yang sama dapat
membentuk pemerintahan otonomi dengan prinsip otonomi khusus, otonomi luas, dan
otonomi terbatas.

(2). Penentuan titik berat otonomi ditentukan secara terpisah dengan undang-
undang setelah sebelumnya mendengar pertimbangan wakil-wakil rakyat daerah.

(D). Pasal 18 terakhir DPRD.

(1). Pertama pemerintah daerah dibentuk oleh DPRD melalui pemilihan umum
yang bebas, adil, dan demokrasi.

(2). Rakyat daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD dapat meminta
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas bekerja sama sekurang-kurangnya sekali
dalam satu tahun.

(3). Pemerintah daerah dan DPRD secara bersama-sama dapat membuat
peraturan daerah atau perda. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah dan
aturan lain yang dianggap perlu bagi kelancaran pemerintah otonomi daerah.

Sekian terima kasih.

Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalaamu ‘alaikum  warahmatullaahi
wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Rosnaniar, sebelum Kkita... oh ya, baik. Berikutnya nanti dari
seminar hukum tidak ada. Terima kasih kepada Tim Seminar Otonomi Daerah yang
sudah menyampaikan laporannya melalui Ibu Rosnaniar. Berikutnya dari Tim Seminar
Hukum di Bandar Lampung dan kalau tidak ada dianggap sudah dilaporkan.

Berikutnya yang terakhir kami persilakan Tim Seminar Ekonomi dalam konteks
pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Yogyakarta yang akan dilaporkan oleh Pak
Hafiz, silakan Pak.

12. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin secara singkat akan saya laporkan hasil
seminar ekonomi dalam konteks pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 di
Yogyakarta. Seminar itu dua hari dilakukan. Hari pertama itu berupa seminar dan hari
kedua itu berupa workshop. Dan sebagaimana juga diketahui, penyelenggara seminar
adalah ISEI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Sehingga kalau kita
lihat dari pembicara dan para peserta maka hampir seluruh yang guru di Fakultas
Ekonomi itu turun gunung semua. Jadi dari Pak Soekadji kemudian dari mantan
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pejabat-pejabat pemerintah yang berasal dari Fakultas Ekonomi termasuk Pak
Budiono. Lalu bekas Sekjen Departemen Pertanian lupa saya namanya, kemudian
Budiono dua-duanya lalu Pak Emil Salim, Pak Soekadji, Pak Kohirin dan lain-lain. Itu
hampir seluruhnya Fakultas Ekonomi Gajah Mada itu turun ikut peserta dan aktif.
Sampai dengan hari Minggu itu tidak ada yang absen satupun dan juga rekan-rekan
dari Fakultas Ekonomi dari perguruan tinggi lain di Jogyakarta.

Kemudian pada workshop itu dibagi atas dua kelompok, metodenya yang mereka
lakukan sama yang mereka sampaikan :

(1). Menelaah dulu pasal-pasal seluruh pasal-pasal dari Batang Tubuh, tentu saja
Pembukaan yang berkaitan atau terkait langsung atau tidak langsung dengan sistem
perekonomian.

(2). Kemudian mencari isu-isu pokok yang ada sekarang untuk melihat apakah
pasal dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini masih mengikuti perkembangan
zaman atau dinamika dari perekonomian dan ilmu ekonomi yang sekarang. Nah,
menurut atas dasar itu ada beberapa isu yang mereka anggap satu bahan analisa antara
lain lima isu

(1). adalah masalah globalisasi

(2). yang berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi.

(3). berkaitan dengan keuangan dan moneter.

(4). berkaitan dengan wellfare dalam hal ini berkesejahteraan sosial.

(5). berkaitan dengan pelayanan publik.

Nah, atas dasar lima analisa itu maka didiskusikan satu per satu. Setelah itu
dilihat ke dalam pasal-pasal mana masalah-masalah yang berkaitan dengan isu ini bisa
menukik bisa terkait. Nah, berdasarkan hal itu maka ada beberapa pasal yang dianggap
terkait langsung ataupun tidak langsung dengan masalah-masalah berikut
perekonomian dan sistem perekonomian. Yaitu antara lain Pasal 11, Pasal 20, Pasal 18,
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34. Nah, atas dasar itu maka Tim
Perumus mencoba merumuskan perubahan di dalam beberapa pasal maupun
merumuskan pasal-pasal tambahan yang berkaitan dengan sistem perekonomian.
Untuk jelasnya saya akan bacakan satu per satu hal yang dimaksud.

Pasal 11, Pasal 11 itu setelah kata Negara lain, Pasal 11 itu terkait dengan
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi setelah negara lain dimasukkan di
dalamnya termasuk perjanjian ekonomi yang bersifat bilateral dan multirateral yang
mengikat negara. Karena mereka anggap penting oleh karena kegentingan yang
memaksa itu. Mereka anggap juga masalah ekonomi dan perjanjian itu juga termaksud
perjanjian yang menyangkut perjanjian ekonomi, karena dampaknya yang sangat besar
terhadap kelangsungan bernegara.

Kemudian mereka tambahkan juga Pasal 11 ayat baru. Semua hubungan ekonomi
internasional dalam kaitan dengan perdagangan dan investasi. Melalui investasi dan
hibah harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemudian Pasal 18
mengenai Otonomi, mengenai Pemerintahan Daerah. Itu menjadi Ayat (1) dan
kemudian ditambah dengan lima ayat baru. Saya bacakan Ayat (1) itu tetap. Jadi, yang
ada itu menjadi Ayat (1).

Ayat (2), adalah “Dalam rangka pemberian otonomi untuk pengelolaan otonomi
daerah maka pengalokasian dan pemanfaatan sumber ekonomi yang berasal dari
daerah diatur dalam undang-undang’, dalam undang-undang dengan memperhatikan
kepentingan daerah, keutuhan ekonomi bangsa secara keseluruhan yang dilandasi oleh
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pembagian yang adil dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Ayat (3), “Sumber-sumber dan infrastruktur ekonomi daerah yang tidak dapat
secara tegas diserahkan pengelolaannya pada daerah, sepenuhnya dilakukan antara
daerah dan pusat.”

Ayat (4), “Pembangunan daerah yang tertinggal harus mendapat prioritas agar
dapat memperkecil kesenjangan antardaerah.” Usaha dan alokasi dana untuk
percepatan daerah yang tertinggal ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat (5), “Pemerintah menjamin kebebasan lalu lintas penduduk dan tenaga
kerja serta sumber-sumber ekonomi antardaerah kecuali untuk daerah yang secara
undang-undang ditetapkan sebagai bounded area.”

Ayat (6), “Pemerintah menetapkan standarisasi dalam kesatuan ukur dalam
transaksi ekonomi untuk seluruh daerah Indonesia.” Ini sebagai ilustrasi supaya
misalnya dalam membuat takaran antara daerah Sumatera Selatan dengan daerah Jawa
Tengah supaya sama, nanti kalau tidak sama susah juga. Satu liter beras dengan satu
rantang kalau Jawa Tengah ini maksudnya supaya begitu, supaya jelas perjanjian
perdagangan dilakukan.

Pasal 22 Ayat (1), setelah kata “undang-undang”’ ditambah kalimat termasuk
kepentingan di bidang ekonomi, di Pasal 22 Ayat (1) itu adalah “Dalam hal ihkwal
kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai penganti undang-undang.” Jadi termasuk kegentingan di bidang ekonomi ini,
sebagaimana Bapak ketahui bahwa Ibu Sri Adiningsih termasuk yang paling aktif
mengusulkan ini. Karena beliau menganggap hal kegentingan yang memaksa.
Termasuk kegentingan ekonomi, tidak hanya kegentingan bersifat keamanan ataupun
militer.

Pasal 23. Pasal 23 itu adalah hal Keuangan. Pertama yang menyangkut anggaran
pendapatan, kedua yang menyangkut pajak, ketiga menyangkut bank sentral, keempat
menyangkut jenis mata uang, kelima dan keenam menyangkut BPK, ini saya bacakan.
Pasal 23 Ayat (1):

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan
undang-undang.”

Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka DPR
dapat menangguhkan persetujuan atas bagian atau seluruh program apabila
memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Namun demikian bagian yang sudah disetujui
dapat dijalankan.

Ayat (2):

“Segala pajak dan pungutan lain yang untuk keperluan Negara ditetapkan
berdasarkan undang-undang.”

Ayat (3):

“Perlu adanya satu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, dan fungsinya
ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (4):

“Jenis dan mata uang ditetapkan dengan undang-undang.”

Jadi ini berlainan dengan wacana yang pernah kita bicarakan bahwa rupiah harus
ditetapkan sebagai mata uang nasional dalam diskusi Seminar di Yogya itu. [tu jangan
terlalu cepat ditetapkan Rupiah sebagai mata uang nasional karena ada kemungkinan
seperti halnya juga di Eropa, Eropa itu mempunyai mata uang Eropa. Jadi siapa tahu
suatu ketika juga ada mata uang Asean atau mata uang Asia. Dengan demikian kita
tidak perlu melakukan amendemen lagi kalau hal yang seperti itu juga harus dilakukan.
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Ayat (5):

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang merupakan
satu-satunya badan pengawas keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang, hasil pemeriksaan itu
dilaporkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Jika dari hasil pemeriksaan terdapat
indikasi penyalahgunaan keuangan negara, BPK wajib meminta Jaksa Agung
mengadakan pengusutan.”

Jadi berbeda dengan ayat yang lama, yang lama dikatakan bahwa BPK hanya
memberitahukan saja kepada DPR, maka dalam ini temuan BPK akan disampaikan
kepada DPR sebagai bahan pemeriksaan.

Ayat (6):

“Hasil pemeriksaan BPK yang menyangkut dana-dana yang berhubungan dengan
dana pemerintah Pusat yang diserahkan kepada DPR. Sedangkan yang berhubungan
dengan dana pemerintah daerah diserahkan kepada DPRD yang bersangkutan untuk
dijadikan bahan pengawasan.”

Kemudian Pasal 27 ayat baru yaitu mengenai warga negara.

“Semua warga Negara berhak mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan
yang layak, tenaga kerja tidak diperbolehkan untuk menggunakan pekerja di bawah
umur karena masa itu masa pendidikan mereka, dilarang adanya kerja paksa di
Indonesia.”

Ini masih statement yang sepertinya terpotong-potong. Tapi kami sama sekali
tidak melakukan intervensi, jadi dibiarkan saja sebagaimana adanya.

Pasal 27 Ayat (2) yang lama berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”

Ini Ayat (3) dari Pasal 27 ini merupakan komplemen tambahan dari Ayat (2).

Pasal 33 mengenai Kesejahteraan Sosial diubah menjadi Ayat (1): “Perekonomian
diatur berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, daya saing dan efisiensi, kebebasan
dan perlindungan konsumen, asas manfaat berkelanjutan dan kesetaraan antarpelaku
ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.”

Ayat (2):

“Segala sumber daya alam yang berada di wilayah negara diatur oleh negara dan
pemanfaatannya diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan
mengindahkan hak-hak kepemilikan rakyat.”

Ayat (3):

“Cabang-cabang usaha yang penting bagi negara dan yang menjadi kebutuhan
dasar rakyat dikuasai oleh negara, diatur dan dikelola berdasarkan atas asas efisiensi
dan keadilan”, sudah saya tidak perlu menjelaskan ini lagi sudah cukup.

Kemudian Pasal 34 menjadi Ayat (1):

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar disantuni oleh negara”, jadi bukan
"dipelihara” tetapi “disantuni” oleh negara.

Ayat (2):

“Setiap warga negara berhak menikmati fasilitas publik yang layak.”

Ayat (3):

“Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kepentingan
publik.”

Ayat (4):

“Dalam hal penyediaan fasilitas publik tersebut berhubungan dengan
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antardaerah, maka pemerintah Pusat berperan sebagai koordinator.”

Ini juga jelas diberi contoh kalau sungai yang mata airnya berasal dari Jawa Barat
lalu kemudian muaranya berada di Jawa Timur, itu memerlukan koordinasi antar
daerah tidak semena-mena Jawa Barat bisa membendung sehingga Jawa Tengah
misalnya tidak kebagian sumber daya air.

Jadi itulah Bapak-Bapak Pimpinan hal-hal yang perlu disampaikan dari Seminar
Ekonomi dan perlu juga diketahui dalam hal ke Yogya ini kami dipimpin oleh Bapak
Ketua sendiri, Pak Jakob Tobing, kemudian Pak Rully C. Azwar, saya sendiri, dan Ibu
Valina. Sampai dengan hari terakhir saya dan Pak Rully masih bertahan dan aktif
mengikuti sampai selesai.

Demikianlah yang saya sampaikan, terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hafiz. Sekali lagi terima kasih kepada Tim Seminar Ekonomi
Yogyakarta yang laporannya sudah disampaikan melalui Bapak Haji Hafiz. Dengan
demikian laporan dari Tim Seminar selesai. Hukum tadi diserahkan, sudah langsung
diserahkan oleh Saudara Rully.

Dan berikutnya kita akan mendengarkan laporan dari Kunjungan Kerja yaitu ada
empat kelompok. Pertama adalah Laporan Kunjungan Kerja ke Maluku dan Maluku
Utara. Yang kedua, Laporan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi
Tengah masing-masing itu adalah satu kelompok. Ketiga adalah Laporan Kunjungan
Kerja ke Jambi dan Bengkulu dan yang keempat adalah Laporan Kunjungan Kerja ke
Kalimantan Tengah.

Kami mempersilakan, Pertama adalah Laporan Kunjungan Kerja ke Maluku dan
Maluku Utara, juru bicaranya siapa pak? Pak Asnawi, silakan Pak Frans.

14. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Pertama, Pendahuluan. Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor [X/MPR/1999
Badan Pekerja MPR ditugaskan untuk melanjutkan pengubahan Undang-Undang Dasar
1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan Ketetapan MPR tersebut
dibentuk PAH I BP MPR yang bertugas mengkaji serta merumuskan draf pengubahan
kedua Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu program PAH I Badan Pekerja MPR
adalah mengadakan kunjungan kerja ke seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka
menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah mengenai
pengubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kunjungan kerja ini di samping diharapkan sebagai sarana untuk mendapatkan
serta memperoleh masukan dari daerah dalam rangka pengubahan kedua Undang-
Undang Dasar 1945, juga sebagai sarana mensosialisasikan Ketetapan MPR, khususnya
Pengubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 di samping perkembangan
pembahasan dalam rapat-rapat PAH I selama ini.

Saudara Ketua saya mohon maaf, Pak Aritonang sudah ada, jadi saya persilakan
Pak Aritonang meneruskan membacakannya, alinea ketiga Pak Aritonang.

15. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Silakan dilanjut.

16. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Sebenarnya Pak Frans bisa meneruskan, tapi tidak apa-apa, saya mulai dengan
ilustrasi saja. Perjalanan ini agak lain dari yang lain Ketua. Begitu menginjakkan kaki di
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Ambon saya kemudian duduk di mobil Kijang. Di belakang saya seorang tentara
bersenjata lengkap, kami dikawal muka belakang. Bayangan saya Ambon sudah aman,
ternyata masih Siaga 1. Tapi kemudian pertemuannya tidak seperti pertemuan-
pertemuan sebelumnya, paling lamanya satu jam setiap pertemuan. Saya bisa
memaklumi, betapapun saya sudah kenal Gubernurnya dan saya tidak berani gegabah
karena memang keningnya berkerut terus. Kemudian di DPRD juga kami hanya satu
jam tapi juga efektif, semua pertemuan juga efektif. Di Ternate begitu kami selesai
pertemuan, tidak lama kemudian Brimob sama Armed tembak-tembakan. Kemudian
perjalanan kami itu Ambon dan Ternate, kemudian ke Manado, baru pulang. Kemudian
justru yang kedua, Staf Setjen seringkali kami yang menunggu untuk kesiapan. Ini
kritikan untuk Pak Aip, ini gaya Yogya. Tapi Insya Allah semua bisa berjalan dengan
baik, Tim kami itu ada tiga, satu adalah Pak Frans Matrutty, kemudian saya, kemudian
Pak Ali Hardi Kiaidemak.

Pertemuan itu pertama adalah dengan Pemda di Ambon langsung diterima oleh
Gubernur kemudian dipimpin oleh Wakil Gubernur. Tapi betapapun kemudian suasana
seperti itu ternyata Pemda juga sudah siap dengan materi yang kita rancang
sebelumnya. Apalagi sebelumnya memang direncanakan ada tim yang datang kesana.

Kemudian di DPRD, karena beliau sibuk dengan catatan tentang anggaran
pendapatan tapi kita bisa bertemu lengkap selama satu jam pada hari Jum’at tanggal
24. Kemudian pertemuan yang ketiga dengan Pemda di Ternate dengan Maluku Utara.
Ini agak juga menarik karena satu hari sebelum kami ke Ternate, Gubernurnya
mengundurkan diri di Jakarta. Kemudian Sekwilda lagi berkunjung ke Jakarta.
Gubernur Maluku Utara itu sudah sebuah provinsi, tapi memang kemudian yang tinggal
hanya direktorat-direktorat Sospol. Ternyata karyawan Gubernur itu baru tiga karena
itu memang yang tiga, Kepala Direktorat Sospol inilah yang mendampingi kami.

Tetapi beberapa hal tentang substansi yang bisa kami sampaikan banyak hal
sesungguhnya tapi hampir sama dengan banyak daerah lainnya. Bahwa catatan-catatan
yang dikemukakan seperti yang dijelaskan Pak Frans tadi seperti misalnya ketiga
kesepakatan itu pada dasarnya seluruhnya sepakat untuk tetap. Artinya Pembukaan itu
tetap dipertahankan, kemudian Negara Kesatuan tetap dipertahankan, kemudian
sistem kabinet Presidensial. Di tiap pertemuan tidak ada persoalan dan seluruhnya
sepakat bahkan di Ambon. Tapi kami memaklumi ada usulan supaya penegasan
tentang komitmen ke-Indonesiaan perlu dipertegas. Itu sebenarnya, sesungguhnya,
karena mungkin situasi yang berkembang seperti itu.

Kemudian pengubahan Pasal 2 Ayat (2) tentu karena ada Sidang Tahunan itu
sebenarnya wajar saja. Kemudian seluruhnya sepakat bahwa MPR itu dipilih. Jadi
hampir sama dengan daerah-daerah lain, tidak ada yang diangkat, utusan golongan juga
tidak perlu, mohon maaf Pak Soedijarto, Bu Valina. Jadi semuanya baik yang DPR
maupun utusan daerah yang dipilih, jadi menginginkan begitu itu kan umum. Materi
HAM perlu dituangkan, tapi ada satu hal Pasal 8 dari Pekanbaru kemudian sama, bahwa
Pasal 18 itu kan sesungguhnya tidak hanya Pemerintah Daerah tapi juga perwakilan itu
juga dituangkan tegas-tegas di situ perwakilan rakyat, ini juga catatan tersendiri tapi
karena saya dengar tadi keputusan Pekanbaru ada, akhirnya sejalan saya lihat.

Kemudian saya tidak tahu Pasal 29 Ayat (1) ini sesungguhnya karena itu kan
tentang agama, tapi mereka menginginkan tidak hanya agama berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa tapi juga dirangkaikan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab
Pancasila. Ini memang semangat persatuan ini memang menonjol karena mungkin
situasinya saya tidak tahu. Kemudian dalam Pasal 33 perlu dituangkan agar rakyat
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memperoleh peluang untuk ikut serta dalam bidang perekonomian dan mewujudkan
kesejahteraan sosial.

Kemudian di Maluku Utara ada beberapa catatan yang menarik. Banyak yang
menginginkan Undang-Undang Dasar supaya dibuat yang baru saja jangan tambal
sulam. Ini sebagai input kita tidak mau komplain, biar saja kita catat itu. Kemudian
mereka menginginkan Penjelasan juga perlu ada untuk tidak memberikan interpretasi.
Kemudian batas wilayah jelas, kemudian ada semangat, ini mungkin juga karena
situasi, tuntutan adanya daerah-daerah baru maka perlunya kriteria dan indikator
pembagian wilayah sebagaimana yang diatur Pasal 18. Kami tanya Komisi II katanya itu
sudah ada, tapi perlu mungkin disempurnakan dan diperjelas. Jangan tiap ada tuntutan
provinsi atau pemekaran daerah kemudian dipenuhi. Apalagi DPR ini lembaga politik
cenderung untuk bisa menginginkannya. Karena itu mereka pertegas itu harus tegas,
kriterianya jelas, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Kemudian istilah Daerah Istimewa pada Pasal 18 itu juga mereka ada yang
mengusulkan adalah semula itu ditujukan kepada desa, nagari, kampung dan
semacamnya, bukan kepada provinsi. Tapi saya tidak tahu itu input untuk otonomi
nanti itu.

Tentang pendidikan perlu diatur lebih jelas agar pemerataan pendidikan
khususnya keluar Jawa dapat berjalan, ini tuntutan sama juga ketika kami di Kaltim,
tuntutan itu juga muncul.

Bapak-Bapak sekalian, kalau substansi, kira-kira itulah yang bisa kami catat.
Sesungguhnya banyak, dan lampiran itu semua ada kami buat di sini, dan satu hal yang
perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya sosialisasi perlu kita lakukan. Banyak yang
tidak memahami kalau Pasal 7 itu sudah disempurnakan atau sudah di pengubahan
pertama. Karena itu, tetap kami beri catatan bahwa sosialisasi hasil-hasil Sidang Umum
nanti perlu kita lakukan.

Barangkali itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam perjalanan ke
Maluku dan Maluku Utara. Secara resmi kami serahkan laporan ini kepada Pimpinan,
sekian terima kasih.

Wassalaamu "alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin dan juga kepada Bapak Frans Matrutty tadi yang
dengan berlari-lari, ini laporan pandangan mata ini Pak. Sekali lagi terima kasih Pak
Baharuddin.

Jadi, Laporan Kunjungan Kerja ke Maluku dan Maluku Utara sampai tadinya pada
kunjungan kerja yang pertama, kunjungan kerja ke daerah ini tidak dapat terlaksana
dan dengan ini daerah Maluku dan Maluku Utara telah kita kunjungi dan telah ada
interaksi, komunikasi, dengan masyarakat setempat

Berikutnya kami undang Tim Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Juru
bicaranya kalau tidak salah Pak Katin atau Pak Andi, saya rasa.., oh, beliau rupanya.
Silakan Pak Asnawi.

18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Memang saya ban serep, koordinatornya sebenarnya Pak Hendi Tjaswadi, tapi
beliau sedang di daerah. Pak Zain Badjeber karena pada waktu kunjungan sampai di
Paluy, baru di Palu sehari sudah sakit, kami di Palu tiga hari sembubh. Jadi karena sakit,
beliau jadi kembali sehingga sampai hari ini juga belum muncul. Pak Katin juga masih
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capai karena menghadiri kongres PDIP, karena beliau tidak masuk di dalam pengurus,
Pak Andi juga muncul, maka terakhir saya jadinya. Kebetulan saya kemarin oleh staf
Sekretariat dikirim konsep, baru konsep ini, tapi sudah saya perbaiki laporan tertulis
dan nyasar ke rumah orang dan baru tadi malam kita jelajahi, ketemu. Karena
diserahkan kepada pembantu dan pembantu tidak tahu itu.

Baiklah Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. Kunjungan kerja ke
Sulawesi Tengah di Palu dan Sulawesi Tenggara di Kendari terdiri atas lima orang dan
dua orang dari Staf Sekretariat. Masing-masing koordinator adalah Marsda TNI Hendi
Tjaswadi, kemudian wakilnya Pak Zain Badjeber, ketiga Drs. Katin Subyantoro sebagai
anggota, empat Pak Andi Mattalatta, SH, MH sebagai anggota dan saya sendiri Asnawi
Latief sebagai anggota dan bertindak sebagai pelapor pada pagi hari ini.

Masalah yang tertuang dalam kunjungan ke daerah hampir sama pada waktu
kunjungan kita ke daerah pada tahap pertama dulu, berkisar pada hal-hal yang juga
dibicarakan oleh seminar-seminar tadi. Ada hal-hal yang perlu saya ungkap di dalam
laporan ini, baik pada kunjungan provinsi Sulteng dan Tenggara, itu kebanyakan
mengusulkan agar judul Undang-Undang Dasar 1945 itu diganti menjadi Undang-
Undang Dasar Tahun 2000, itu kita tampung saja, itu usul kan?

Yang kedua, kata “Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas” dalam Penjelasan
dihapus sebab membingungkan, katanya tak terbatas tapi juga tidak ada batasnya, jadi
itu kalau Penjelasan masih dipertahankan.

Yang ketiga, Pasal 8 di situ dinyatakan bahwa Presiden bila berhalangan tetap
diganti oleh Wakil Presiden dengan catatan dalam waktu tiga bulan hendaknya harus
telah dipilih Presiden tetap sampai habis masa jabatannya, itu usulan.

Kemudian keempat, masalah wilayah Negara harus masuk dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Sebab unsur Negara itu kan wilayah, pemerintah, dan
penduduknya, tetapi mengapa wilayahnya tidak masuk, jadi wacana itu memang
berkembang di dua tempat itu.

Kemudian yang kelima, ini titipan Bu Valina mengenai gender diusulkan agar ada
perimbangan Bu. Prosentase jumlah di badan eksekutif dan legislatif bagaimana
prosentasenya itu kita bahaslah nanti.

Yang keenam, mengenai Pasal 29 Ayat (2) itu memang hampir sama dengan
laporan seminar tadi itu, agar kepercayaannya itu dihapus, sebab itu menimbulkan
interpretasi yang bermacam-macam sehingga lahirnya aliran kepercayaan itu atau
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian yang ketujuh, masalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung
dalam bentuk paket melalui pemilihan berjenjang atau bertahap yaitu pemilihan lokal.
Ini semuanya ada di sini, ini hanya hal-hal yang menonjol saja yang saya laporkan.

Kemudian mengenai pemilu sistemnya juga dicantumkan dalam pasal Undang-
Undang Dasar 1945. Jadi ini kita tampung saja, ini kan teknis ini, tetapi saya kira
masalah pemilunya sendiri barangkali perlu dipertimbangkan.

Yang kesembilan, mengenai Pasal 31 Ayat (2). Yaitu mengenai pengajaran itu
diganti pendidikan. Jadi, hampir samalah, hanya ada usulan di daerah-daerah ada
badan pertimbangan pendidikan nasional di tingkat I. Jadi semua ini tidak tahu apakah
masih efektif atau belum itu DPPN itu. Kebetulan ini di perguruan tinggi yang banyak
mengusulkan seperti itu.

Kemudian yang kesepuluh, mengenai Pasal 23 Ayat (5) agar dipertegaskan
masalahnya. Ada tiga masalah yang perlu dipertegaskan yaitu masalah keuangan, yaitu:

(a). Adanya pertanggungjawaban keuangan Negara yang harus diperiksa.
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(b). Untuk memeriksa pertanggungjawaban tersebut diadakan suatu badan
pemeriksa yang tunggal yaitu BPK dengan peraturannya ditetapkan oleh undang-
undang, hampir sama tadi dengan laporan yang dikemukakan oleh Saudara-Saudara
yang terdahulu, kemudian.

(c). Hasil pemeriksaan itu "diberitahu” diubah menjadi "dilaporkan” kepada DPR,
kan mirip itu.

Yang kesebelas, hak uji materiil terhadap Undang-Undang hendaknya dilakukan
oleh MPR dan secara teknis dilakukan oleh BP MPR.

Keduabelas, Pasal 33 ditambah satu ayat pada akhir kalimat “karena itu
pemanfaatan kekayaan tersebut harus diawasi oleh rakyat”, ini yang banyak mendapat
tanggapan. Pasal 33 ini mengenai bumi dan air ini, kadang-kadang LSM-nya di Kendari
itu sangat brutal sekali. Mic itu berebut, jadi ya kita biarkan saja mereka itu. Saya kira
LSM sana baru saja lagi puber gitu. Tadinya daerah tertutup sekarang dapat dana dari
luar, jadi untuk mempertanggungjawabkan bahwa dia itu banyak perannya biar
kelihatan. Ada 150 LSM Pak, saya kira terbanyak itu. Di Sulawesi Tenggara, Kendari,
waduh macam-macam, Pak. Pokoknya asal jadi direkturlah semua itu, kalau tidak
begitu, kan tidak jadi direktur.

Lalu yang ketiga, masalah badan legislatif. Jadi hendaknya dijadikan dua kamar
yaitu DPR dan Dewan Utusan Daerah, semacam kongres di Amerika dan MPR supaya
dibubarkan. Kalau MPR masih dipertahankan, supaya keanggotaannya jangan rangkap.
MPR sendiri, DPR sendiri dan hendaknya pimpinannya jangan terlalu banyak itu. Jadi
cocok dengan usul saya dulu kan? Hendaknya ditetapkan apakah Tap MPR atau masuk
dalam amendemen Undang-Undang Dasar mengenai apa ini ya, oh jumlah departemen
Pak. Jumlah departemen itu diusulkan agar baku, jangan setiap Presiden atau ganti
Presiden/Wakil Presiden itu sesuka hati dan pasal yang diubah kita itu justru lebih
membingungkan. Lebih tepat pasal yang dulu memimpin departemen, memimpin
urusannya itu. Itu semacam mereka menganggap itu mengakomodir kekeliruan
terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kita m;oelegalisir sehingga sekarang banyak
menteri-menteri yang tidak memimpin depanoppp0/rtemen, ini banyak sekali sorotan
mengenai ini.

Kemudian yang lain mereka mengusulkan agar fraksi dalam DPR, DPRD Tk. I,
DPRD Tk. II, dan MPR dihapus. Jadi tidak perlu ada fraksi lagi, langsung masuk dalam
komisi, sebab mereka mewakili rakyat. Tapi kita jelaskan bahwa sistem yang sekarang
sulit, karena kita milih gambar bukan milih orang. Tapi kendati pun demikian kami
tampung aspirasi anda, ini umumnya LSM ini.

Kemudian mengenai Pasal 34, "anak terlantar” itu supaya diganti "orang terlantar
dipelihara oleh masyarakat.” Ini ada-ada saja ini, "anak terlantar” diganti saja "orang
terlantar.” Jadi fakir miskin diganti penduduk miskin dan diurus oleh negara, kata asli
pada Ayat (2).., Ayat (1) hendaknya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi
memang mereka juga ada yang setuju itu dihilangkan. Sebab kadang-kadang jadi
tudingan di Sulawesi Tenggara (Kendari), bahwa orang Jawa dengan orang Bugis itu
dihujat terus, dianggap penjajah di negeri mereka, yang dianggap asli itu saya bilang
sama Bapak Andi Mattalatta. Selama ini yang dihujat Jawa, termasuk Bugis juga dihujat
mereka.

Kemudian DPA itu memang ada dua pendapat. Jadi sebagian besar memang
menginginkan DPA ini dihapus mengingat sudah ada penasihat-penasihat Presiden,
tetapi kalau tetap dipertahankan supaya diberdayakan DPA ini jelas fungsi dan
tugasnya serta rekruitmen keanggotaannya itu harus secara seksama.
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HAM masuk Undang-Undang Dasar, itu sama dengan yang lain. Kemudian
kedudukan TNI harus dipertegas fungsi dan peranannya sebagai alat pertahanan
negara termasuk juga Polri. Kemudian perlu diatur juga di dalam Undang-Undang
Dasar terserah apakah dalam penjelasan kata mereka atau oleh Tap mengenai Partai
Politik. Dan terakhir, mengenai Bank Indonesia, ini MPR/DPR harus dapat mengawasi
percetakan uang-uang oleh Bank Indonesia. Sekarang ini kan beredar uang palsu, jadi
rupanya di perbatasan sana itu juga di daerah itu banyak beredar uang-uang palsu
seperti itu.

Demikian Saudara Pimpinan, dan sepenuhnya apa yang tertuang dalam laporan
tertulis ini dan saya mohon disesuaikan, jadi banyak corat coret. Pada Sekretariat yang
mendampingi kami untuk bisa disempurnakan. Tetapi secara formal kami akan
serahkan kepada Ketua hasil laporan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara dan
Tengah itu.

Demikian. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi Latief, ini daerah yang paling banyak LSM-nya ini,
seratus lima puluh. Terima kasih Pak Asnawi Latief, atas nama tim ke Sulawesi Tengah
dan Tenggara telah menyampaikan laporan kunjungan kerja.

Berikutnya kami persilakan tim kunjungan kerja ke Jambi dan Bengkulu Pak
Tjipno, kami persilakan.

20. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan forum yang kami hormati, dengan seizin Ketua rombongan
Jambi dan Bengkulu maka laporan yang akan kami sampaikan sangat-sangat radikal.
Mengapa radikal, karena banyaknya input yang masuk yang tercatat secara substansial
ada seratus empat puluh tiga pasal, yang kalau saya bacakan semua tentunya jenuh.
Untuk itu saya dengan seizin juga dari Ketua rombongan akan memilih pasal-pasal atau
hal-hal yang menonjol saja dari seratus empat puluh tiga ini, dan nanti pada akhir
laporan kami mohon seizin Ketua rombongan agar naskah yang kami sampaikan adalah
naskah yang ada di tangan Ketua rombongan. Oleh karena naskah yang ada pada kami
ada ribuan coretan atau tambahan, jadi itu saya sampaikan dulu agar nanti
mendapatkan satu gambaran yang lebih bersih.

Ketua rombongannya adalah Pak Drs. Slamet Effendy Yusuf, kalau coretannya
Pak Slamet banyak, nanti kami minta Sekretariat nanti, minta yang bersih satu untuk
saya sampaikan nanti, terima kasih.

Untuk itu akan kami bacakan saja substansinya hanya beberapa hal saja, oleh
karena semuanya hal sama dan bahkan menjenuhkan. Jadi kami mendengar input yang
masuk itu sudah sangat-sangat jenuh itu, untuk itu kami sampaikan saja hal-hal yang
sangat menonjol saja, hanya beberapa hal.

Jadi, kunjungan kita ke Jambi dulu, baru ke Bengkulu. Kemudian dibagi dalam dua
tahap, satu jajaran birokrasi lengkap dengan masyarakat dan dua, jajaran politisi lewat
DPR. Maka hal-hal yang saya anggap menonjol adalah di sini antara lain disebut bahwa
calon Presiden tidak dari partai pemenang pemilu. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar perlu ditambahkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih
oleh rakyat dan ditetapkan oleh MPR, terus dipilih rakyat. MPR hanya menetapkan
untuk mengesahkan, kemudian pengangkatan menteri dan departemen dengan
persetujuan DPR. Jadi selalu minta restu DPR terus nih.
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Berikutnya adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 masalah Pemerintahan
daerah, harap lebih dirinci lagi mengenai soal pembagian wilayah otonomi dan daerah-
daerah khusus, jadi tekanannya harap diperinci. Kemudian berikutnya Pasal 33 adalah
yang mengatakan dikuasai negara ini bagaimana pula menyatukan hak ulayat dan
negara. Ini juga dipersoalkan di sana.

Berikutnya Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan satu paket. Pasal berikutnya
badan-badan di lingkungan Presiden harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, ini
mengurangi freis ermessen daripada Presiden. Kemudian berikutnya prerogratif
Presiden juga terlalu besar, harus dibatasi, dan proses legislasi harus dilakukan oleh
Dewan, bukan oleh Presiden. Pasal 29 kata-kata "kepercayaan”-nya diganti dengan
"agama”, agamanya. Berikutnya kalau bisa Presiden, gubernur, bupati dipilih langsung
oleh rakyat, berarti termasuk Kepala desa. Berikutnya Negara Kesatuan perlu disebut
rinci, Sumatera, Jawa ,Ambon, Maluku, dan sebagainya, disebut.

Nah, kemudian mereka juga mengusulkan perlu adanya hak informasi dalam
Undang-Undang Dasar. Jadi ditulis atau disebut satu pasal tentang hak informasi
terhadap rakyat, hak informasi. Kemudian berikutnya MPR menjaring calon-calon yang
ada di masyarakat, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dari jaringan MPR itu
dilempar ke masyarakat kemudian baru dipilih langsung. Wah jadi ini ada dua tahap
ini. Berikutnya Undang-Undang Dasar Pasal 10 diusulkan supaya Kkepolisian di
masukkan dalam Pasal 10. Kemudian BPK juga supaya disebut di dalam pasal
tersendiri. Berikutnya kewenangan MPR ditambah dengan hak impeachment kepada
Presiden.

Kemudian berikutnya HAM dimasukkan ke dalam satu pasal tersendiri. Kaitan
dengan itu maka hak dan kewajiban warga negara perlu dimasukkan ke dalam hak
asasi manusia. Barangkali ini dia membandingkan dengan La declaration des droit de
I’'homme et du citoyen ini betul memang ada I’homme-nya citoyen-nya. Dua-duanya ada.

Berikutnya pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik murni, tanpa
proporsional. Menyangkut Pasal 29 perlu ditambah satu ayat lagi, yang berbunyi
"setiap warga Negara wajib menjalankan agamanya dalam rangka pembangunan moral
bangsa.” Berikutnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar, kalimatnya diubah menjadi
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa periode enam tahun
sekali saja, tidak usah dipilih kembali. Jadi "lima” diganti "enam”, tidak usah dipilih
kembali. Kemudian mengenai anggota DPA, tidak usah lagi ada menteri , terdiri saja
wakil-wakil provinsi tiga sampai lima orang, dan unsurnya bukan dari orang-orang
ibukota, tapi orang-orang yang berdomisili di daerah, disuruh pulang kampung semua
rupanya ini. Berikutnya Pasal 34 ada kalimat "dipelihara” mohon diganti dengan
kalimat "diurus”. Jadi pengurus, diurus, di-manage. Pada Pasal 33 Ayat (1) kalimat "asas
kekeluargaan” diganti dengan kalimat "kebersamaan.”

Kemudian Pasal 11:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan negara lain,” diubah dengan kalimat:

"Presiden dengan persetujuan MPR menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan negara lain.”

Pasal 12 mengenai Undang-Undang Bahaya, ditambah kalimatnya menjadi:

"Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR serta syarat-
syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”

Yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban Presiden dilakukan setiap
tahun. Itulah kira-kira yang menonjol dari dua daerah ini, yang lainnya sami mawon
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dengan paper-paper yang lalu dan yang berkembang, di apa namanya, di forum-forum
yang lain.

Demikian laporan substansial yang kami sampaikan kunjungan daerah Jambi dan
Bengkulu. Untuk itu akan kami sampaikan naskah secara resminya kami belum dapat.
Anggota rombongan terdiri dari (1). Drs. Slamet Effendy Yusuf (2). Ir. A.M. Luthfi (3).
Pak Alimarwan Hanan, SH (4). Drs. Sutjipno. Hanya empat orang saja, kalau tidak
keberatan naskah dari Pak Slamet bisa disampaikan kepada Ketua. Karena ini sangat-
sangat kotor banyak coretannya.

Sekian, terima kasih.

21. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Sutjipno. Untuk Tim Jambi dan Bengkulu, laporannya secara
resmi sudah diterima.

Berikutnya kami persilakan Tim Kunjungan Kerja Kalimantan Tengah, Pak Syarif
silakan.

22. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ringkas saja, pelaksanaan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah
berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Maret. Rencana semula akan diikuti oleh empat
orang anggota dari PAH I, namun berhubung Pak Julius tiba-tiba sakit dan Pak Nurlif
sedang melaksanakan ibadah haji, hanya kami berdua dengan Pak Agun disertai dua
orang dari Sekretariat.

Pertemuan Pertama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ada delapan poin
yang sempat kami rekam.

(1) mereka menyampaikan pokok-pokok pikiran hubungan pemerintah Pusat
dan daerah dipertahankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republiik Indonesia
dengan menganut asas desentralisasi.

(2) Perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah dilaksanakan secara
proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi kondisi
dan kebutuhan daerah.

(3) Anggota MPR utusan daerah diharapkan dapat menyerap aspirasi dan
menghimpun masukan-masukan dari masyarakat.

(4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap diperlukan.

(5) Pelaksanaan konsensus nasional harus jujur, adil dan transparan khususnya
konsensus nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Tinggi Negara dengan
memperhatikan kepentingan daerah.

(6) Pemberdayaan anggota MPR dari utusan daerah diharapkan didukung
dengan sarana prasarana tertentu.

(7) Diharapkan ada langkah-langkah lebih jauh untuk pemberdayaan DPA, MA,
dan BPK. Dan yang terakhir, pengangkatan Ketua DPA, MA, dan BPK perlu
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Itu pokok-pokok pemikiran yang
berkembang saat kami berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun pertemuan kedua yang berlangsung dengan Pemerintah Daerah Tingkat
[ dan beberapa Walikota, Bupati, LSM, tokoh masyarakat, ada beberapa masukan yang
dapat kami himpun di antaranya:

1. Mengusulkan agar komposisi Badan Pekerja MPR yang sekarang terdapat

anggota yang berasal dari Utusan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
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Mengusulkan agar Fraksi Utusan Daerah bisa diintensifkan pada Sidang

Tahunan bulan Agustus tahun 2000.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kata "Utusan Golongan”

sebaiknya dihapuskan karena tidak dipilih melalui pemilihan umum.

Anggota MPR dari Utusan Daerah sebaiknya dipilih melalui pemilihan umum.

Susunan dan keanggotaan MPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Pasal 6 Ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih MPR diubah menjadi:

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui
Pemilihan Umum

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari partai pemenang Pemilu

Pasal 19 Ayat (1), "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan

Undang-Undang” diubah menjadi “"Susunan DPR ditetapkan dengan Ketetapan

MPR.”

DPA sebaiknya dihapus.

Pasal 24 Ayat (1) diubah menjadi “Susunan dan kekuasaan badan-badan

Kehakiman ditetapkan dengan ketetapan MPR.”

Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi “Syarat-syarat untuk

menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Ketetapan

MPR.”

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

demokrasi ekonomi.”

Mengusulkan Bab baru dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

yaitu judul Bab tentang Dasar Negara Pancasila.

Mengusulkan judul Bab XIII tentang “Pendidikan” diubah menjadi

“Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.”

Mengusulkan dalam penjelasan Pasal 16 kata “belaka” dihapuskan.

Pasal 10 diubah menjadi "MPR memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” saya tidak tahu persis resigning.

Pasal 18 diubah menjadi “pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar,

sedang dan kecil.

Berikutnya Utusan Golongan yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Dasar 45 sebaiknya diisi oleh utusan golongan TNI atau Polri.

Lembaga Tinggi DPR tetap dipertahankan hanya tugas dan fungsinya yang

perlu dioptimalkan.

Dari 19 masukan yang tertulis masih ada juga yang mengusulkan pemikiran
seperti itu. Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada daerah tertentu seperti
Aceh, Maluku, dan Irian Jaya memerlukan penjelasan-penjelasan yang tegas. Berikutnya
penambahan ayat baru dalam Pasal 29 yaitu Ayat (3):

"Semua warga Negara wajib untuk menghormati dan memberi kebebasan yang
sama bagi semua penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”

Pasal 31 diubah menjadi :

1.

2.

24

"Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
untuk bekal kehidupan.”

"Pemerintah bertanggungjawab membina sistem pendidikan nasional dan
masyarakat membantu menyelenggarakan pendidikan yang pengaturannya
ditetapkan dengan undang-undang.”
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Berikutnya Pasal 33 Ayat (3) diubah menjadi : "Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dikelola dengan penuh
tanggungjawab agar tidak mencemari atau tidak merusak lingkungan hidup.”

Pasal 34 diubah menjadi :

1. "Negara bertanggung jawab membangun sistem pembinaan fakir miskin dan

anak terlantar guna memberikan penghidupan yang layak kepada mereka.”

2. "Pembinaan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi

kewajiban semua warga negara.”

Saya kira itulah masukan yang dapat kami himpun pada saat kunjungan kami ke
Provinsi Kalimantan Tengah.

Terima kasih, wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Syarief Muhammad.

Dengan telah dilaporkannya hasil kunjungan kerja tim kita ke Kalimantan Tengah
maka seluruh laporan telah disampaikan dan dokumen laporannya sendiri telah
diserahkan kepada Panitia Ad Hoc 1. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim
dengan telah terselenggaranya salah satu kegiatan Panitia Ad Hoc | dalam rangka
menyerap aspirasi dan memperkaya masukan bagi mendukung pelaksanaan tugas
panitia Ad Hoc 1.

Sebelum kami beranjak kepada acara yang berikut, kami ingin menawarkan
kepada kita satu pembicaraan barangkali bagaimana kita selanjutnya memberlakukan
materi ini. Yang sudah pasti materi ini menjadi dokumen kita dan kita tentunya akan
menggunakannya sesuai dengan keperluan-keperluan kita bersama ataupun masing-
masing. Jadi semacam bahan kepustakaan kita begitu.

Ada juga usul bahwa untuk materi khususnya laporan dari seminar itu
didiskusikan lebih lanjut dalam satu forum antara Panitia Ad Hoc ini dengan partner
pelaksana kita yaitu asosiasi-asosiasi ini. Kemungkinannya adalah bahwa kita memang
secara pasti mengacarakan acara itu atau secara fleksibel yaitu apabila dirasakan perlu
pada masa sidang yang akan datang.

Kami ingin mengundang pendapat Rekan-Rekan sekalian, Bapak, Ibu sekalian
mengenai hal ini apakah kita memang memastikan harus ada diskusi itu, misalnya
dengan AIPI atau ISEI atau kita nanti secara fleksibel saja, tentatif. Kalau kita perlukan
kita adakan, kalau tidak kita cukupkan dengan masukan yang ada. Kami silakan
rupanya yang akan berbicara cukup banyak, kami catat saja dulu.

Pak Slamet Effendy Yusuf, Pak Asnawi, Pak Sahetapy, Pak Baharuddin, Pak
Khalig, Pak Andi, Pak Soedijarto, Pak Hatta, Pak Fatah, Pak Haryono. Ini mengenai
pertanyaan itu tadi ya Pak.

24. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)

Karena saya bayangkan juga kemudian kita juga perlu kemudian mengatur
jadwal lagi agenda berikutnya. Karena itu mungkin lebih bagus kita skors, nanti kita
sidang lagi, habis makan siang, saya enggak bisa, lapar nih, Pak.

25. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Kalau anda silakan makan dulu. Sedikit-sedikit, jadi kemungkinannya untuk cara
kita mengatur jadwal nanti pada awal sidang. Tapi kami kalau mungkin dalam waktu
dekat ini tim kecil kita bisa bekerja. Tapi saya agak ragu itu karena sudah ada yang
berangkat tanggal 5, mungkin nanti pada awal Mei sudah pulang.
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Baik, kami persilakan Pak Slamet Effendy Yusuf.

26. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih,

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya tidak tahu maksudnya Pak Tjipno mengganti nama saya ya, tetapi saya
memang baru pulang dari daerah dan ternyata saya termasuk dianggap orang yang
tidak pernah tidak hadir. Karena persamaan sedikit nama yang di koran-koran itu, jadi
oleh Pak Tjipno mungkin diubah sajalah.

Yang pertama, yang ingin saya membantu menjawab pertanyaan Saudara Ketua
dengan pemikiran kami pribadi, karena kita ini, masa kerja kita ini sudah cukup lama
dan kita sudah memperoleh masukan berupa kelengkapan argumentasi untuk wacana-
wacana tertentu dalam hampir semua hal yang berkaitan dengan konstitusi. Saya kira
kita sudah sampai pada saat bekerja merumuskan, jadi tidak lagi mendiskusikan dalam
kerangka input, tetapi adalah dalam rangka merumuskan.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar yang dimaksud dengan seluruh
masukan-masukan dari seminar, dari daerah, dan sebagainya kita tugaskan kepada tim
sekretariat untuk membuat kompilasi dalam bentuk misalnya Pasal 1 usulan-usulannya
ini-ini, Pasal 2 usulan-usulannya ini-ini. Kalau masih sempat di belakangnya boleh
dicantumkan siapa pengusulnya, itu boleh kalau sempat. Kalau tidak, materinya saja.

Itu yang Pertama yang saya ingin kemukakan. Dengan demikian apabila memang
ada perlu pendalaman dengan seminar dan sebagainya dengan asosiasi-asosiasi itu
harus dilakukan di luar jadwal yang akan kita pakai untuk melakukan perumusan.
Sehingga dengan demikian maka mekanisme kerja kita itu mungkin akan memenuhi
target waktu yang memang tinggal sedikit. Kita mulai bekerja tanggal 15 Mei yang akhir
masa reses kita ini. Maka kita tinggal memiliki waktu Mei, Juni, Juli. Tinggal memiliki
waktu tiga bulan, dan Mei pertengahan, cuma dua setengah bulan. Oleh karena itu, saya
kira untuk masukan sudah cukup, saya kira itu.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, jadi pendek-pendek begitu, setuju begini. Silakan Pak Asnawi.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Saya idem dito dengan Saudara Slamet Effendy.

29, Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Sahetapy.

30. Pembicara :].E. Sahetapy (F-PDIP)

Mungkin sama, tapi saya kurang mengerti kompilasi. Saya pikir itu suatu matriks.
Dengan demikian itu bisa kelihatan kalau kompilasi itu hanya kumpul saja. Tapi kalau
matriks itu mudah, dan saya sepakat tidak perlu lagi kita mendikusikan, sebab kalau
dengan matriks kalau kita sepakat rumusan-rumusan tertentu kita coba lihat ada tidak
itu, atau matriks, di dalam matriks itu sehingga bisa bekerja lebih efisien. Terima kasih.

31. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Berikutnya Pak Baharuddin.

32. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)
Prinsipnya saya setuju, tapi saya juga mohon diperbanyak nanti hasil masing-
masing kita. Kalau memungkinkan untuk hasil-hasil tapi setebal itu saya lihat
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pendidikan iya Pak? Ia paling tidak kesimpulannya itu dibagikan. Kita semuanya di
samping matriksnya disusun oleh Sekretariat Jenderal.
Terima kasih, Pimpinan.

33. Ketua Rapat: Jakeb Tobing
Terima kasih, jadi ada executive summary dari tiap-tiap itu. Berikutnya kami
persilakan Pak Khaliq.

34. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)

Terima kasih, Ketua.

Saya Kira saya sependapat dengan pembicara terdahulu. Jadi prinsipnya kita
tidak perlu diskusi lagi dengan asosiasi-asosiasi itu, tetapi bagi fraksi-fraksi yang perlu
mendalami suatu masalah saya kira dipersilakan pada fraksi tersebut itu di luar jadwal.

Lalu yang kedua, kompilasi atau matriks itu kecuali per pasal sebanyak 37 pasal
di Undang-Undang Dasar kita, ada ruang di mana kemungkinan pasal baru. Jadi saya
kira dilengkapi matriksnya. Jadi saya kira itu saja.

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Khaliq, Pak Andi Mattalatta.

36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Hampir sama Pak, saya tidak tahu sama dengan siapa? Tapi yang pertama saya
kira proses perkuliahan sudah banyak memang kita lakukan. Ya, kalau SKS ini kita
sudah S1 kembali. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengusulkan bolehlah dikompilasi atau matriks tetapi khusus
poin-poin yang menjadi perdebatan selama ini, itu yang diutamakan Pak, dalam bentuk
tabulasi. Misalnya selama ini ada dua pandangan, kita serius mengubah Undang-
Undang Dasar 1945 secara komprehensif atau tambal sulam. Maunya rakyat lebih
banyak yang mana? Tambal sulam atau memang serius? Supaya kita juga dengan
rakyat, kalau rakyatnya memang tidak serius, ya kita tidak serius, tapi kalau rakyatnya
serius mau mengubabh, ya kita berdosa kalau tidak mendengar. Jadi itu keseriusan.

Yang kedua, susunan MPR. lya, yang keempat, versi substansi ini yang kedua,
yang lebih banyak bikameral atau apa? Sehingga kita mudah memilihnya. Kemudian
yang ketiga, pemilihan Presiden. lya, tidak semua materi perlu dimatriks Pak, yang
prioritas.

37. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Lihat nanti untuk Sekretariat kalau sistem prioritas, sudahlah, semua.

38. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Oke, boleh kalau demikian, saya hentikan sampai di sini. Dan yang terakhir boleh
saja pendalaman tapi bukan dalam bentuk seminar. Jadi kita membahas mengenai
pemilihan Presiden. Kita bisa undang penonton ahli untuk menonton sebagai tester
sebagai apalah ya? Tempat bertanya kalau ada masalah, narasumber.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, saya teruskan saja dulu Pak. Pak Soedijarto silakan.

40. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Saya sependapat dengan Pak Slamet Effendy Yusuf dan kawan-kawan, hanya
untuk Pak Baharuddin sebenarnya yang tebal itu Pak, itu ada summary, ada ringkasan
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makalah. Di samping ada rekomendasi pengubahan dan menurut saya masing-masing

kita akan lebih baik, akan dapat semuanya supaya bisa merenung betul sehingga pada

bulan Mei kita tidak konflik. Karena sudah mempunyai bahasa yang sama berdasarkan

masukan. Jadi rasanya kita sudah jadi pintar betul sekarang dan mudah-mudahan

menjadi tidak bisa, tidak perlu konflik diskusi, karena mempunyai sumber yang sama.
Terima kasih.

41. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Iya, baik ada summary, ada, lengkap. Saya rasa semua saja jadi diperbanyak. Pak
Hatta kami persilakan.

42. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Kita kan kemarin sudah setuju untuk mengadakan pertemuan kembali dengan
seluruh pimpinan-pimpinan seminar yang diberikan satu hari sebelum kita memasuki
reses kalau tidak salah begitu. Itu kemarin sudah disepakati begitu, apa ini harus
dibatalkan?

43. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Ya, itu rekomendasi dari tim-tim itu kepada pleno, sekarang saya tawarkan
kepada pleno.

44. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Barangkali menurut saya masih perlu walaupun sebentar ya? Karena dari
seminar-seminar itu masih banyak yang belum jelas hasilnya gitu lho. Cuma baru usul-
usul latar belakang dan sebagainya. Tapi rekomendasi secara jelas, pasal sekian harus
berbunyi bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Itu masih ada yang belum ada gitu. Jadi
menurut saya masih diperlukan sebelum reses kita selesai gitu.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Hatta, Pak Pataniari.

46. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya termasuk mengusul supaya bisa ditetapkan pertemuan dengan para
perumus. Dasarnya sangat jelas karena kami melihat hasil ini semuanya hanya lepas-
lepas pasal per pasal. Sedangkan kita mengetahui persis setiap pasal, setiap tinjauan
ilmu itu punya implikasi dan dampak keseluruhan sehingga supaya ada sinkronisasi
dari berbagai summary itu menjadi suatu kelengkapan yang saling melengkapi. Kami
usul sebelum mulai persidangan tanggal 15 Mei ada pertemuan lagi dengan mereka
sehingga kita dapat utuh suatu pikiran-pikiran mengenai amendemen tersebut, tidak
parsial.

Sekian, terima kasih.

47. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih. Pak Harjono silakan.

48. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ada satu persoalan yang saya berpikir pada saat saya ditanya oleh Pimpinan.
Bagaimana dengan kebutuhan untuk ketemu dengan Pimpinan Penanggungjawab
Seminar? Persoalannya begini, mungkin kita bisa berhitung, tugas kita itu cukup waktu.
Mungkin kita juga bisa berhitung tugas itu kurang waktu. Ini persoalan cara bagaimana
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kita nanti akan melaksanakan tugas itu.

Kalau saya bayangkan bahwa kita nanti akan melakukan suatu pembahasan yang
secara berturut dari pasal itu, pasti itu memerlukan suatu kegiatan yang cukup lama.
Kalau itu ditempuh barangkali kita akan sampai pada konsensus-konsensus, kemudian
sampai pada suatu rumusan-rumusan bersama.

Kemudian juga mekanisme dari BP ke MPR. Dari BP ke MPR itu ada suatu
mekanisme tersendiri dalam arti hasil kerja kita nanti akan terserah seluruhnya pada
MPR. Apakah akan diterima atau tidak? Oleh karena itu menurut saya, satu pikiran
bahwa kalau di dalam satu pembahasan itu ada alaternatif maka alternatif itu juga
dipikirkan konsekuensi-konsekuensinya. Taruhlah saja bahwa ada perbedaan antara
pemikiran Presiden dipilih secara langsung dan Presiden dipilih tak langsung. Itu
kemudian memberi konsekuensi kepada ketentuan-ketentuan yang lain.

Oleh karena itu pemikiran seperti itu harus kita beri juga konsekuensi-
konsekuensi alternatifnya. Kalau itu kita lakukan, bayangan saya kita tidak hanya
mempunyai satu konsep, tetapi beberapa konsep pengubahan karena kalau ditolak ini,
kalau itu kita tidak sediakan alternatifnya, macet dari sana nanti. Karena semuanya
tertutup. Tapi kalau kita menyediakan alternatifnya, kemudian alternatifnya menjadi
komprehensif, lalu persoalannya menjadi lain.

Oleh karena itu saya berpandangan bahwa pertemuan-pertemuan itu kalau toh
dipandang perlu, tidak hanya ingin mendapatkan masukan apa yang dimaksud oleh
pemberi ide, tapi juga alternatif-alternatif apa terhadap perumusan-perumusan yang
diusulkan. Tentu saja setiap kelompok tidak akan bisa secara komprehensif, karena dia
dalam bidangnya masing-masing. Justru tugas kita akan melengkapi komprehensif itu.
Taruhlah katakanlah saja pilihan bahwa MPR itu nanti Utusan Daerahnya akan
mempunyai fungsi ataukah MPR seperti sekarang ini. Itu mempunyai alternatif
tersendiri.

Oleh karena itu perlu adanya suatu pengelompokan yang khusus mendalami
katakanlah suatu satuan tugas memahami MPR dengan segala alternatifnya, satuan
gugus tugas semua Presiden dengan altenatifnya.

Itu yang barangkali bisa saya berikan. Terima kasih.

49. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih. Jadi kalau kami coba kompilasi, masih ada? Silakan.

50. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pak, dalam kaitan seminar memang kemarin dalam informal
pertemuan dengan asosiasi dikehendaki untuk sinkronisasi. Sebetulnya idenya itu
simpel, bahwa hasil-hasil ini memang terlepas bidang per bidang, sedangkan ini adalah
dalam kaitan kait terkait. Pendidikan terkait dengan kebudayaan, kemudian agamapun
juga terkait dengan kebudayaan, lalu kebudayaannya sendiri berbeda pemikiran.
Memang kami menyampaikan tidak apa-apa itu masih seminar, menghasilkan
rekomendasi. Fungsi rekomendasi tidak menjadi keharusan, tergantung PAH I akan
menyerapnya bagaimana? Tapi tetap sebagian dari teman-teman termasuk PAH 1. Ada
baiknya juga ketemu sehari dua hari just for sinkronisasi gitu ya. Kalau saya melihat
ada yang lain yang menjadi pemikiran bahwa masing-masing asosiasi atau seperti
fakultas hukum. Dia sudah akan menerbitkan satu buku hasil seminar yang tanpa
dibasuh oleh kita, dia ingin itu menjadi produknya Fakultas Hukum Ul, sedangkan itu
kan tidak bisa, itu adalah kita punya copyright.
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Nah, semua asosiasi terpikir begitu semua kemarin itu. Jadi ini yang perlu juga
kita sama-sama, supaya distorsi semacam ini bukan dalam konteks pembahasan untuk
bulan Mei, Juni, Juli tetapi dalam konteks hasilnya. Kita perlu memang hasil yang
menjadi dokumen politik ini jangan keluar begitu saja tanpa melalui saringan kita dan
koordinasi dengan kita. Jadi pemikiran itu yang melandasi pemikiran kami. Juga
mungkin ada baiknya tanggal 12-13 itu Jum’at-Sabtu kita ketemu tanpa menginap kita
ketemu saja di luar. Mei, kan kita masuk tanggal 15, tanggal 12 sudah ada di Jakarta
semua saya pikir, apa masih ada yang di luar? lya, kembali memang kita punya, itu hak
kita sekarang, Tim Perumus sudah menyerahkan kepada PAH I sebenarnya. Dan kita
yang menyelenggarakan itu tapi kita mengundang mereka sebagai narasumber untuk
sinkronisasi saja.

Hasil ini merupakan dokumen politik kita bukan untuk apa-apa, dokumen politik
daripada Badan Pekerja PAH I sebelum mereka publish dan kita yang publish. Mereka
hanya bagian dari kita sebetulnya. Menjadi buku yang menjadi bacaan bagi masyarakat,
karena sayang hasil ini hanya disimpan arsipnya PAH I katanya. Kalau ini dipublish,
baik sekali itu pemikirannya yang melandasi sehingga kita perlu ketemu sebetulnya
untuk kepentingan yang berikutnya. Memang Mei, Juni, Juli kita sudah terlalu banyak
mendapatkan masukan ini ditambah lagi hasil dari studi banding itu menjadi sangat
paripurna. Dan nanti mungkin medannya agak berbeda. Masing-masing fraksi nanti
akan menyiapkan pandangannya, sikap politiknya.

Jadi, menurut saya, tim yang per bidang itu agak sulit, karena nanti lebih kepada
Mei-Juni itu mulai pada pandangan politik atau sikap politik dari fraksi terhadap semua
masukan yang sama-sama kita terima. Jadi, ini mungkin posisinya agak berbeda.
Sebelum kita masuk ke sana sebaiknya memang kita kuatkan materi kita mempunyai
bahan atau referensi yang sangat luas dan cukup dulu termasuk kenapa kita dari setiap
asosiasi ataupun itu adalah selain seminar makalah aslinya, juga rekomendasinya, juga
transkripnya itu lengkap semuanya. Nanti akan kita kumpulkan menjadi dokumen
politik kita.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat: Jakeob Tobing
Terima kasih, kalau boleh, silakan Pak Luthfi.

52, Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya hanya ingin mengingatkan kembali apa yang dibawakan oleh Saudara Rully.
Jadi yang mempunyai hak untuk menerbitkan hasil seminar-seminar itu kita. Tidak
diberikan orang lain sama sekali, itu sebab saya khawatir sekali itu miss leading, miss
inform masyarakat.

[tu saja, terima kasih.

53. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima Kkasih, saya rasa itu, apa....

54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Mungkin ada baiknya, kita sepakati dulu menurut saya mekanisme atau proses
pembahasan nanti. Setelah kita menerima sekian banyak input dari berbagai pihak. Jadi
kalau dari beberapa anggota PAH I ini saya melihat masih ada dua persepsi tentang
mekanisme proses pembahasan kita. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh
Pak Harjono itu, itu kan sebenarnya yang berada dalam pikirannya adalah bahwa PAH I
ini melebur jadi fraksi-fraksi. Yang ada di sini melebur sehingga kemudian ada satuan
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gugus tugas tersendiri untuk masing-masing concern terhadap bidangnya masing-

masing. Sedangkan pengalaman kita selama ini bahwa nanti pembahasan itu

berdasarkan fraksi masing-masing begitu. Nah, ini yang perlu kita samakan duly,

apakah kita akan mengubah dari Badan Pekerja yang selama ini atau bagaimana?
Terima kasih.

55. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Jadi kita belum masuk ke sana, kita batasi pada ha-hal yang menyangkut seminar
ini dan hasil-hasil kita selama ini. Saya berpikir itu nanti kita bahas pada awal Mei
persidangan nanti, karena memang harus kita sepakati itu. Begini, kalau boleh saya
simpulkan dan mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Baharuddin yang
mengenai hak asasi manusia, hak-hak dasar. Begini, saya pikir kita paham betul bahwa
untuk melihat hubungan yang satu dengan yang lain itu sudah masuk teritori politik,
dan itu adalah form kita masing-masing melihatnya. Dan bagaimana kita melihat
kepentingan nasional dan jangka panjang itu dari cara pandang berdasarkan platform
kita masing-masing. Jadi kita memposisikan seminar asosiasi sebagai sumber-sumber
independen. Sebagaimana tadi pada awal rapat pagi ini, tadi pagi kami sampaikan
posisinya kita jelaskan lebih dahulu, demikian. Oleh karena itu yang menyangkut hal-
hal teknis informasi tambahan itu bisa kita lakukan. Tetapi diingatkan juga waktu kita
tidak terlalu banyak. Kalau disepakati itu dilakukan sebelum kita masuk sidang. Jadi
sebelum tanggal 15 dan sifatnya adalah klarifikasi-klarifikasi teknis termasuk tadi apa
yang digarisbawahi oleh Pak Luthfi. Sedangkan makna itu juga disinggung oleh Pak
Lukman, biasa itu adalah urusan fraksi-fraksi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau sekiranya dalam perjalanan pembahasan pasal demi pasal
barangkali atau sistematika misalnya kita merasa perluy, kita bisa undang tidak hanya
terbatas kepada asosiasi itu. Kita juga pernah bersepakat bahwa beberapa kalau
diperlukan akan kita undang, apakah itu perorangan seperti Pak Harun misalnya atau
BPHN misalnya. Pernah juga kita demikian, tetapi kita tidak patok secara tanggal
sekian, kalau kita rasa perlu. Dengan tentunya kita mencatat fraksi tentu juga mungkin
saja seperti Pak Khaliq mengatakan tadi kita lakukan juga, fraksi melakukan suatu
pendalaman tersendiri. Jadi, satu pihak waktu yang ada kita manfaatkan secara
optimum, di lain pihak kemungkinan adanya pendalaman dalam rangka katakanlah
klarifikasi atau tambahan informasi, baik secara akademik maupun dalam lintas
disiplin ilmu. Itu masih ada kemungkinan ia kita lakukan.

Baik atas nama PAH I ataupun atas nama fraksi-fraksi. Saya rasa begitu ya. Jadi
kalau misalnya Pak, ada dua teman kita yang kita tugaskan untuk tadinya
mengkoordinir sehari-hari pelaksanaan seminar, yaitu Pak Rully dan Ibu Valina. Dan
waktu itu juga dibantu oleh Pak Soetjipno, waktu itu beberapa kali. Kalau
dimungkinkan sebelum kita habis reses itu masuk kembali itu tanggal 15 Mei. Kalau
dimungkinkan tanggal 10-13 Mei diadakan itu dan Ibu/Bapak tidak keberatan
diundang seperti hari ini, tolong diorganisir tapi posisinya itu posisi... dan beberapa hal
memang kita dudukan secara jelas, teknis, hak copyright dan macam-macam begitu bisa
demikian? Pak Baharuddin sudah lewat.

56. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya justru harus diperhitungkan nanti kita harus membahas hasil-hasil studi
banding gitu lho Pak. Itu makanya yang terkait nanti dengan jadwal acara.

Terima kasih.
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57. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Nanti studi banding, saya rasa kalau memungkinkan nanti bisa dimasukkan juga.
Saya rasa halnya hal mengorganisir event saja. Baik, begitu. Ya terima kasih. Apa masih
ada hal lain? Mengenai studi banding, apa hal-hal yang prinsipil yang perlu
diselesaikan?

58. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)
Yang saya maksud tadi itu adalah bahwa melaporkan hasil studi banding dan
mengevaluasinya akan berbenturan nanti dengan jadwal yang hendak kita susun.

59. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Itu harus dalam rapat resmi Pak, ini kan masih dalam ekstrakurikuler, gitu. Pak
Hafiz.

60. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Satu hal Pak, bagaimana saya tidak tahu apa ini agak menyimpang atau tidak?
Mengenai risalah-risalah atau laporan apa namanya? Risalah atau transkrip kita itu kan
beberapa kali mengadakan pertemuan dengan perorangan atau dengan organisasi
masih dalam bentuk transkrip. Yang kalau kita perhatikan beberapa tempat ada
beberapa kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Yang saya maksudkan apakah tidak
mungkin selama kita reses ini teman-teman kita dari Sekretariat itu tidak hanya
membuat transkrip, tapi dari transkrip itu barangkali diambil beberapa poin-poin
penting begitu. Apakah itu semacam risalah singkat kalau dimungkinkan. Apakah
mengambil poin-poin penting supaya kita bisa lebih mudah menyusunnya daripada
kita harus membayar susulan, kalau itu dimungkinkan Pak.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Baik, jadi ada satu hal yang memang perlu kita sepakati tadi dari pembicaraan
kita. Ada keperluan untuk membuat matriks tabulasi, baik atas dasar pasal maupun
atas dasar materi yang diusulkan di luar pasal. Mungkin ini kita beri prioritas dan itu
tentunya berdasar kepada semua pembicaraan-pembicaraan kita sehingga intisari dari
yang dimaksud oleh Pak Hafiz itu bisa di-make sort di sini kalau masih ada waktu
barangkali ada suatu catatan atas setiap pertemuan. Tapi lebih baik barangkali kita
tempatkan pada prioritas yang kedua.

Jadi, apakah kita sepakat bahwa Sekretariat akan mengerjakan matriks, tabulasi.
Jadi seluruh misalnya mengenai Pasal 1 begini, di luar pasal-pasal itu adalagi
tambahan-tambahan itu semua bisa ditabulasikan dalam matriks, saya rasa
kompilasinya dalam bentuk itu, kita sepakati demikian? Baik, jadi ini harus sudah
selesai sebelum sidang 15 Mei.

62. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)
Pimpinan Sidang, Pak Jakob.

63. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Silakan.

64. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih.

Pertama mengenai tadi saya melanjutkan Pak Rully. Tadi mengenai soal perlunya
mengadakan dialog lagi semacam dia, kan sudah selesai. Saya ingin, itu tidak perlu.
Cukup satu hari untuk mengadakan itu untuk mengklarifikasi, karena saya melihat
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antara paper-paper yang disampaikan di dalam seminar itu tidak terakomodasi di
dalam resume yang mereka buat, gitu. Jadi memang ada hal-hal yang mesti diklarifikasi
karena memang tidak ada, itu pertama.

Yang kedua, mengenai tadi usulan Pak Haryono. Memang itu sangat penting agar
di dalam PAH I dibuat sistem. Untuk sistem pembahasannya nanti per bidang sehingga
politik, ekonomi, hukum sesuai dengan expert masing-masing bidangnya anggota PAH I
ini sehingga nanti ketika pembahasan ke depan pun akan menjadi lebih mudabh, gitu.

Lalu yang ketiga, yang penting mengenai transkrip itu Pak. Mengenai transkrip,
saya kira memang itu sangat penting untuk dibagikan kepada kita semua. Transkrip
sejak mulai sidang Pertama sampai terakhir, terutama mengenai kunjungan-kunjungan
kerja yang pertama dulu ke daerah-daerah supaya semua kita dibagikan. Tidak hanya
kita yang pergi ke daerah tertentu, tetapi juga dari daerah-daerah yang lain. Kemudian
yang lain-lainpun itu mesti dibagikan semua pada kita sehingga itu bisa menjadi bahan
bagi kita, karena walaupun kita menyerahkan soal kompilasi dan matriks kepada
Sekretariat tapi kita tidak bisa menyerahkan 100% penuh kepada mereka. Karena tetap
itu harus ada kontrol dari anggota PAH I, apakah kompilasi dan matriks itu sesuai
dengan.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi yang Pertama itu nanti Pak Rully dengan Ibu Valina
mempersiapkan klarifikasi itu terjadi pada pertemuan itu.

Yang kedua, mengenai tatacara kita bicara nanti tolong diingatkan untuk
diusulkan kembali pada awal rapat bulan Mei.

Yang ketiga, saya pikir kalau transkrip kita selalu terima. Ya, selalu terima kok
Buy, selalu kita terima. Kalau misalnya nanti ada yang juga laporan-laporan kalau nanti
ternyata ada kurang tolong dilihat di kepustakaan PAH ], tapi kita selalu dibagi. Setiap
transkrip dan setiap laporan jadi pada dasarnya Sekretariat siap kalau sekiranya
diperlukan tetap ada apa namanya? Cadangan yang bisa di lihat di Sekretariat. Cuma
begini, Sekretariat kita selama masa reses ini, itu bekerja penuh tidak ya? Misalnya dari
jam 08.00 sampai jam 17.00? Ada ya, selalu ada ya. Sebab kadang-kadang kalau
ditelepon itu tidak ada yang mengangkat. Sebab nanti beberapa dari anda juga akan
bersama dengan kita akan jalan, buat sistem piket gitu. Sebab kita ada yang sudah
pulang, ada yang belum. Nanti perlu ada poin untuk komunikasi.

Saya rasa demikian. Terakhir, silakan Pak Harun.

66. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Mohon waktu beberapa menit saja, jadi saya khusus kepada Pak Jakob hari itu
menjelang keberangkatan kita studi banding itu, nampaknya kan belum ada koordinasi
lebih jauh. Jadi paling jugalah kalau pleno tidak bisa kita harapkan masing-masing
kelompok itu sudah bisa mengkonsolidir tugas ke sana. Sebab yang saya alami, ketemu
itu bicara hanya soal perjalanan saja, tetapi tentang materi yang akan ditugaskan itu
tidak sama sekali.

67. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Itu kelompok berapa itu, Pak?

68. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)
Saya merasa bahwa perlu ini, mungkin beberapa kelompok lain juga ada yang
menyampaikan sehingga perlu keseriusan dalam hal ini, sehingga diingatkan kalau
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sudah jalan alhamdulillah bagus. Tapi yang belum cobalah dilakukan sehingga ke sana

itu tahu metodologinya termasuk pelaporan. Kemudian bagaimana pembagian tugas

dan sehingga pulang itu ada hasil yang dicapai. Contohnya kelompok IX itu mengenai

konstitusi Negara itu belum dikasih sampai hari ini. Swedia, Hongaria, Denmark belum

dapat sampai hari ini. Kita itu belum dapat. Makanya saya sampaikan, contohnya itulah.
Terima kasih.

69. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Baik jadi ini mengingatkan, Pak Harun mengingatkan dan ada sebagian tim sudah
melakukan itu malah berbagai tugas. Ada yang mendalami apa tapi rupa-rupanya ada
tim karena kesibukan jadi belum sempat. Jadi ini diingatkan dan rekan-rekan PAH I
yang ada di setiap tim itu supaya mendorong kearah ke sana. Bahwa ini bukan
kunjungan tour untuk wisata, itu nomor dua walaupun pada praktiknya... Tetapi supaya
ada paling tidak dari PAH I ada dorongan ke arah sana sehingga ada maximizing dalam
kunjungan ini.

Saya rasa demikian ya, baik saya rasa dengan ucapan terima kasih Rapat Pleno
Panitia Ad Hoc 1 ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB
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2. RAPAT KE-31 PANITIAAD HOC 1 BADAN PEKERJA MPR R], 15 MEI 2000

1. Hari : Senin

2. Tlamee=l : 15 Mei 2000

3. Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

4.  Tempat :  Ruang GBHN

5. Pimpinan PAH I : - Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua)
- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
- Drs. Ali Ilasylene Miser, M.Si. (S0 hains)

6. Ketua [Lapal :  Drs. japkob Tobinm M.P.A.

7. Sekretaris [Lapnt :  Drs./An Suherman

8. Acara : Pembahasan Runrangan Jailwal Acara

9. Hadir : 36 Oy

10. Tidak hadir : 8 Urang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 13.15 WIB

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Jam masih kurang, ini gimana, jadi kalau gitu ada yang mau tanda tangan double
ini? Ah, ini ada Pak Yusuf Muhammad, selamat datang. Dengan kehadiran dua orang
rekan kita yang barusan, maka kita sudah bisa memulai rapat kita pada hari ini.

Sudah sekian lama Kkita tidak bertemu dalam bentuk beramai-ramai tapi dalam
bentuk sekelompok-kelompok, saya rasa pada bertemu ada yang pergi ke Turki, ada
yang pergi ke Yunani begitu. Walaupun demikian rasanya kangen juga lama tidak
kumpul, dan saya rasa pada hari ini, jadi karena kita sudah lengkap, Rapat Pleno Badan
Pekerja Panitia Ad Hoc 1 ini bisa kita mulai. Dengan ucapan selamat bertemu kembali
maka Rapat Pleno Panitia Ad Hoc yang pertama untuk masa sidang ini kami buka.

KETOK 1X

Sesuai dengan undangan maka pada hari ini kita akan membicarakan mengenai
mekanisme kerja dan jadwal daripada Panitia Ad Hoc I dalam rangka mengemban tugas
yang diberikan oleh Sidang Umum kepada kita. Sebagai informasi, kepada Bapak
sekalian kami ada menyampaikan sebuah catatan kecil mekanisme rapat dan jadwal
pembahasan PAH I BP MPR R], yang ini.

Nah, sebelumnya kami ingin membuat atau menyampaikan kepada kita sekalian,
barangkali sudah punya semua ini alokasi waktu, yang kedua. Jadi misalnya bulan Mei
kita punya sembilan hari kerja, Juni 15 hari, Juli 17 hari, semuanya 41 hari sebelum
Sidang Tahunan. Sedangkan untuk hari fraksi yang dulu kita sepakati itu Jumat,
seluruhnya kita mempunyai sembilan hari. Sedangkan hari raya dan bukan hari kerja
semuanya berjumlah 25 hari. Dihitung-hitung cukup, tetapi ya kurang, mau diapakan
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lagi, boleh tidak dibuat Tap MPR untuk memperpanjang jumlah hari dalam setiap
bulannya, kan pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi ini sudah tidak bisa ditawar-tawar
harinya ada sekian.

Berdasarkan itu maka tadi pagi dalam rapat Pimpinan Panitia Ad Hoc I, dicoba
dicatat beberapa hal yang ada pada catatan mekanisme ini sebagai sebuah masukan
buat kita. Pada dasarnya akan ada tiga bentuk kegiatan. Jadi mekanisme rapat pada
angka satu, kita ada rapat pleno seperti ini di mana setiap fraksi itu akan
menyampaikan pendapatnya tentang setiap bab, termasuk kemungkinan ada Bab
Tambahan. Dalam hal ini kami ingin sampaikan bahwa pandangan yang disampaikan
adalah atas nama fraksi. Jadi walaupun pembicaranya ada dua atau satu atau bertukar,
itu adalah atas nama fraksi. Kemudian tentunya ada kesempatan untuk menanggapi
pendapat-pendapat itu supaya kita bisa membahasnya, mengetahui apakah ada yang
sudah sama, hampir sama, atau sangat tidak sama.

Jadi dengan demikian sudah mulai ada materi-materi yang bisa dikelompokkan
sebagai persamaan pendapat atau yang belum persamaan pendapat, begitu. Sekaligus
kalau ada yang sudah sama barangkali pada kesempatan itu bisa disepakati, dan kalau
sudah disepakati tentunya ada baiknya itu dicatat begitu, oleh sebelas fraksi yang ada,
mungkin dalam bentuk diparaf atau apa.

Nah, yang kedua adalah forum lobi. Jadi untuk hal-hal yang memang belum
disepakati, belum sama, atau masih hampir sama, atau masih sangat tidak sama di
mana kita akan melobikannya. Bisa saja itu menjadi simultan dengan rapat pleno,
karena rapat pleno bergeser bab demi bab. Menyusul dengan itu ada lobi di antara kita.
Bisa juga sekaligus simultan dengan itu, kita adakan juga rapat tim perumus atau
mungkin juga ini penyerasi sekaligus tugasnya menyerasi sinkronisasi hal-hal yang
sudah dirapatkan. Jadi setiap kali misalnya lobi itu menyepakati sesuatu, misalnya
sepakat untuk sepakat atau sepakat untuk tidak sepakat, itu dilaporkan ke Pleno dan
kemudian itu dicatat oleh rapat Tim Perumus dan kemudian Tim Perumus melaporkan
ke Pleno kembali.

Untuk forum lobi dan forum Tim Perumus ini biasanya melibatkan seluruh fraksi.
Jadi fraksi itu tiap-tiapnya diwakili oleh satu orang tambah pimpinan. Jadi ada 11,
tambah empat, jadi 15 forum lobi dan forum rapat Tim Perumus. Jadi untuk lobi dan
Tim Perumus kalau memungkinkan tentunya orangnya bisa berbeda supaya kalau
diperlukan berjalan simultan, bisa simultan.

Nab, ini kita harapkan semuanya ini sudah, oh ini agak lain, ya jadi begini. Jadi
rapat pleno dan lobi, rapat pleno itu selesai sebenarnya diharapkan pada pertengahan
Juli semua sudah selesai. Jadi sekarang saya agak loncat ke angka empat, sehingga pada
bagian dua minggu terakhir dari Juli itu sudah merupakan penyerasian akhir. Nanti
detilnya kami akan meminta kepada tim kecil untuk mengalokasikannya secara detil ke
hari yang tersedia yang tadi saya sudah sampaikan.

Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jadi mekanisme pembahasan itu
dilakukan bab per bab. Nanti alokasi waktunya kita susun melalui Tim Kecil. Kemudian
hasil rapat yang disepakati, disahkan dalam rapat pleno yang ditandatangani oleh
wakil-wakil fraksi begitu. Mengenai waktu, tadi dalam rapat Pimpinan dibicarakan oleh
karena sebagian kita ini adalah anggota DPR, tetapi saya tahu setiap fraksi sudah
memerintahkan untuk anggota BP MPR-nya memberikan prioritas kepada
penyelesaian tugas yang amat penting ini maka untuk pagi hari dilakukan mulai jam
10.00 pagi, siang dimulai jam 13.00 dan malam dimulai jam 19.00, dengan catatan
malam hari itu lebih dialokasikan untuk keperluan lobi dan Tim Penyerasi.
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Kemudian mengenai banyaknya permintaan dari pihak-pihak yang ingin
menyampaikan aspirasinya untuk minta dengar pendapat. Yang kedua banyak juga
yang ingin hadir di dalam rapat-rapat kita karena pada dasarnya kecuali kita tentukan
lain adalah terbuka, maka mengingat waktu yang begini pendek kita mencari jalan
keluar begini. Karena mereka yang akan meyampaikan aspirasinya tentu kita harus
dengar, kita harus tampung, maka kita memberikan surat kepada mereka pertama, kita
meminta jika ada bahan tertulis tolong disampaikan kepada kita.

Yang kedua, bahwa kami memang berusaha untuk bisa mendengar langsung
sebagai public hearing ada kemungkinan kita akan berbagi diri nanti, berbagi tugas.
Mungkin bergilir dua orang dari teman kita menerima tamu dari mana begitu, itu hanya
menyerap. Mungkin dengan sedikit ada tanya jawab, tetapi resmi atas nama kita semua,
dan itu tempatnya kita pastikan di ruang rapat kecil PAH I yang dekat ruang VIP itu.

Jadi kita tetap memelihara suatu hubungan dengan masyarakat yang ingin
menyampaikan aspirasinya. Sedangkan yang ingin hadir dalam rapat-rapat, nah,ini
terpaksa kita juga membatasi karena hati kita lapang, tapi tempatnya kecil. Jadi nanti
secara teknis akan diatur oleh Sekretariat. Mungkin hanya dibatasilah begitu, sebab
kalau kita lihat kadang-kadang wartawan bisa duduk sampai ke sini, dan itu mungkin
tidak begitu menguntungkan bagi dialog-dialog dan konsentrasi kita. Tapi pada
hakekatnya keterbukaan itu kita lakukan dan mendukung itu. Kita juga sudah
mempersiapkan supaya ada laporan-laporan langsung dalam bentuk liputan televisi
ataupun rekaman lain.

Hal lain yang ingin kami sampaikan pada Pembukaan ini adalah bahwa kita
sesegera mungkin sudah harus masuk dengan pembahasan materi karena memang
waktunya memang sangat padat, tetapi untuk karena kita ada yang dari Afrika, ada
yang dari Amerika, perlu ada pemanasan mesin dulu sedikit. Jadi mungkin besok itu ya
untuk fraksi dulu. Fraksi tentu harus bersiap karena mulai Rabu langsung fraksi sudah
menyampaikan pandangan-pandangan resminya mengenai Bab I. Mungkin hari
berikutnya mengenai Bab II kalau disepakati. Sebab pada Rapim tadi pagi itu
dikehendaki lebih awal, pagi saja untuk fraksi , siangnya langsung mulai. Tetapi ada
feedback yang mengatakan agar diberikan waktu satu hari itu untuk fraksi mengadakan
stratching (pemanasan) begitu. Nah, itulah sebagai pembuka dan kalau sekiranya ada
yang ingin ditambahkan oleh rekan-rekan pimpinan sebelum kami menawarkan
kepada teman-teman Kita pleno.

Ada, Pak Alj, ada Pak Harun, saya silakan.

2. Pembicara: Slamet Effendy Yusuf (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Ibu-Ibu serta Bapak-Bapak sekalian. Yang disampaikan Pak
Jakob tadi saya kira sudah mencerminkan maksud dari apa yang diputuskan di dalam
Rapim PAH I tadi pagi. Barangkali yang perlu sedikit kami jelaskan adalah sehubungan
dengan angka empat dalam mekanisme ini.

Mengenai isi angka empat ini, tadi kami sepakati untuk disusun oleh sebuah tim
kecil yang seperti biasanya akan menyusun jadwal, dan karena jadwal ini dimaksudkan
untuk membahas sampai tuntas mengenai bab dan pasal-pasal dalam Undang-Undang
Dasar yang akan kita ubah, yang akan kita sempurnakan, maka kita perlu memahami
mengenai yang berkaitan dengan penyampaian pendapat-pendapat pada saat
pembahasan materi. Tadi kami usulkan bahwa tidak berarti Bab I misalnya akan kita
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bahas satu hari, seperti pada berbagai persidangan yang lalu pada Panitia-panitia Ad
Hoc. Biasanya adalah pada putaran pertama semua fraksi menyampaikan pendapatnya.

Kemudian pada putaran kedua fraksi-fraksi lain menanggapi tanggapan fraksi
yang lain itulah yang dimaksud dengan pembahasan. Sesudah itu kita akan melihat di
dalamnya ada perbedaan atau persamaan. Sesudah itu materi ini dianggap sudah bisa
dimasukkan di dalam Tim Perumus apabila sudah sepakat seluruhnya. Kalau tidak ada
kesepakatan, masuk dulu untuk materi tertentu yang belum disepakati di dalam forum
lobi, saya kira itu. Sehingga dengan demikian tidak dimaknai dengan tanggal-tanggal
yang kebetulan oleh Sekretariat disiapkan tadi. Ini saya kira kreatifitas yang bagus, tapi
saya kira nanti bukan diserahkan kepada kami pimpinan tapi sebuah tim kecil yang
menyusunnya.

Dengan demikian maka saya kira kita bisa memperkirakan berapa pembicara
pada setiap pasal atau bab. Menurut kami masing-masing fraksi pasti akan berbicara
sekali misalnya sepuluh menit untuk menyampaikan pendapatnya tentang bab itu saja,
sesudah itu lalu pada putaran kedua itu berarti adalah sebelas orang. Kalau satu fraksi
diwakili oleh satu orang, tapi kalau satu bab saya kira satu oranglah. Kalau dua orang
nanti jadi panjang. Setelah itu lalu diberi tanggapan oleh fraksi lain satu putaran lagi di
mana masing-masing fraksi berhak berbicara juga pada waktu yang sama sehingga
dengan demikian kalau masing-masing fraksi itu memperoleh waktu sepuluh menit,
maka untuk mengemukakan pandangannya dan untuk memberikan tanggapan
terhadap pandangan fraksi lain itu berarti masing-masing fraksi sepuluh menit.

Saya kira Bapak sekalian kelihatannya sedikit sekali waktu itu. Tapi saya kira
diskusi yang kita lakukan selama dengar pendapat sudah sangat cukup banyak. Kita
masing-masing sudah mengerti di balik pendirian kita kalau merumuskan bunyinya
begini, kira-kira dibalik itu apa pikirannya. Nah, itu semua yang nanti kita harapkan
akan disusun oleh sebuah tim kecil yang nanti akan diwakili oleh semua fraksi. Saya
kira itu tambahan saya Pak Jakob.

Terima kasih.

3. KetuaRapat: Jakob Tobing
Pak Harun, silakan.

4. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak, Ibu dari PAH I BP MPR.

Kita menyadari bahwa untuk mengamendemen konstitusi ini adalah tugas yang
berat dan mulia dan merupakan tonggak sejarah atau golden time yang tidak bisa
diabaikan begitu saja. Oleh karena itu kita mencoba berangkat dari semangat bahwa
kita akan memasuki Indonesia baru yang kita harapkan yang berkedaulatan rakyat,
demokratis, adil, dan sejahtera.

Oleh karena itulah maka kami mengajak untuk dalam pembahasan nanti untuk
meninggalkan kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan golongan atau
kepentingan sektarian. Sebab kalau sudah berangkat dari sana kita tidak akan pernah
melakukan amendemen ini dengan baik. Kita sudah cukup belajar banyak sehingga kita
harapakan supaya amendemen ini adalah amendemen yang terbaik yang diberikan
kepada bangsa kita, sebab semua orang menyurat kepada PAH I dengan berbagai
komentar. Itu akan kita buktikan bahwa kita ini melakukan amendemen ini adalah
untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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5. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Harun, Pak Ali silakan.

6. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Bapak-Bapak sekalian ada yang terlupa. Mestinya Sekretaris tidak perlu
menyampaikan hasil tadi. Tapi ada dua hal agar tidak terjadi bongkar pasang setiap ada
pengubahan, dan itu misalkan pada minggu ketiga bulan ini kita sudah sepakat Bab I,
Negara kesatuan atau bentuk dan struktur kekuasaan. Tak tahu di kemudian hari kita
dapat masukan di luar gedung ini bahwa itu tidak baik. Kemudian di akhir dari
pembahasan kemudian kita ubah lagi, misalnya seyogianya mekanisme demikian
menurut saya tidak sehat. Jadi tadi disepakati kalau memang sudah ada persetujuan
baik setelah melalui forum lobi maupun forum perumusan maka seyogianya masing-
masing fraksi yang sudah masuk tim perumus plus pimpinan paraflah bahwa untuk
sepakat, setuju. Kira-kira begitu. Sehingga di akhir tidak diubah lagi. Kalau setiap sudah
disepakati diubah lagi, diubah lagi, biasanya nanti tidak akan selesai dengan waktu 41
hari kerja, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan teknis agar kita jadi lebih baik maka
kita meminta dari pimpinan untuk menyediakan legal drafter. Jadi orang yang memang
ahli membuat ini dan sekaligus ahli bahasa sehingga kadang kala ini bahasa itu
mempunyai makna yang berbeda ketika harus diinterpretasikan oleh orang lain. Ini,
saya menyampaikan dua hal itu saja sebagai tambahan dari kesepakatan Rapim pada
pagi hari tadi. Saya pikir itu Pak Pimpinan.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, jadi itu hanya sekedar untuk mengingatkan dan saya pikir tidak
akan terjadi begitu, mudah-mudahan. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh
Pak Harun Kamil sebagai himbauan kalau Utusan Golongan saja sudah meninggalkan
kepentingan golongan, wah.., ini dia, apalagi kita. Jadi memang suatu hal yang sudah
diperlihatkan selama ini kalau menurut saya sekaligus mudah-mudahan itu menjawab
juga sentilan dari rekan-rekan Ibu Valina bahwa PAH I itu tidak mungkin untuk
mengerjakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara baik karena mereka
partisan semua. Memang partisan semua kalau dikumpul-kumpul jadinya partisan
untuk semua. Itu lebih baik kita ambil positifnya Pak, jadi kita lagi dijawil (jewer)
supaya.., dan memang saya mengatakan keputusan orang Indonesia untuk menjadi
bangsa Indonesia, keputusan orang Indonesia untuk merdeka, keputusan orang
Indonesia untuk maju, dan menjadi adil dan makmur itu adalah keputusan politik
bangsa yang dibicarakan di Indonesia, bukan keputusan akademis. Tetapi keputusan
akademis memperkaya keputusan-keputusan politik itu. Jadi saling mengisilah, tetapi
yah kita supaya memang menyadari apa yang dikatakan Pak Harun tadi kita dilihat
bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting.

Baik, itu ingin kami tawarkan kepada kita sekalian. Pertama mengenai metode
pembahasan. Kalau mengenai waktu kami tidak akan menawarkan lagi karena memang
tidak bisa diubah jumlah hari itu. Tapi kami akan menawarkan mengenai metode
pembahasan tadi dan kemudian adanya forum lobi dan rapat Tim Perumus. Kami akan
catat, Pak Luthfi, Pak Lukman, Pak Soewarno, Pak Pata, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak
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Andi. Ada yang terlupa, Pak Baharuddin, Pak Ali dulu baru Pak Baharuddin, Pak Hafiz.
Silakan Pak Luthfi.

8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Sidang Umum yang lalu itu kan Oktober. Delapan hari kita sudah bicara juga
mengenai hal-hal seluruh materi. Dalam delapan hari kita mengubah sembilan hal yang
kita sepakati. Hebatnya, karena kita sepakat untuk kepentingan ini, sesudah itu kita
sudah bicara kemana-mana, bicara dengan pakar, dengan kampus, dengan tokoh
masyarakat, ke luar negeri, ke daerah, komplit. Saya rasa kita sudah cukup untuk
menerima masukan-masukan itu. Jadi, kalau bisa sekarang kita sampai kepada satu
saat mengambil keputusan politik yang terbaik untuk bangsa dan negara dengan
meninggalkan segala macam itu. Setuju saya, yang terbaik buat bangsa.

Nah, jadi, jangan sampai kejadian. Mulai Oktober itu kita dengarkan, bicara,
segala macam. Kita bicara pada saat kita mengambil keputusan politik. Kita rasanya
keburu-buru, sementara ini rasanya ya belum puas, jadi berikan alokasi supaya kita ada
waktu secara matang, tenang, mengambil keputusan politik, negara kesatuan
bagaimana, kan perdebatannya sudah semenjak... Jadi jangan diulangi lagi kalau bahas
yang begitu-begitu sekarang 41 hari itu. Tapi harus cukup waktu untuk mengambil
keputusan politik. Yang pentingkan keputusan politik yang kita ambil itu jangan sampai
nanti kita membahas lagi berulang kembali, ngomong lagi. Makanya pola pemandangan
umum dari fraksi ini saya khawatir nanti kita berputar lagi, bicara lagi, didebatkan.
Yang sudah kita dengar fraksi yang tidak pernah berubah-ubah setiap seminar, yang
kita dengar yang itu-itu saja, kurang lebih begitu juga. Sekarang tinggal ambil
keputusan politik dengan tujuan hasil yang terbaik, jadi ini ujungnya nanti akhirnya
nanti kita sampai pada pasal demi pasal itu kita revisi.

Memang Gadjah Mada mengatakan rombak semua, bikin baru. ITB bilang rombak
semua, bikin baru. Ya kalau waktunya cukup, sekarang kita tinggal cuma 41 hari, harus
PAH I mengambil keputusan yang terbaik. Jadi saya kira akhirnya barangkali mau tidak
mau nanti kita sudah mulai merumuskan pasal demi pasal. Sebenarnya ujungnya ke
sana. Jadi sudahlah, masing-masing pertimbangan kita sudah tahu, jadi sekarang kalau
setiap orang berangkat ini menurut visi fraksi kami adalah yang terbaik buat negara,
jadi harus yakin.

Nabh, setelah itu kita barangkali lebih banyak ambil keputusan politik bagaimana
caranya barangkali ke pasal demi pasal lah, sudahlah begitu pengubahannya sedikit.
Sebab kalau tidak 41 hari ini kalau mau didebat sih dua bulan lagi pun, tiga bulan lagi
pun masih ada saja argumen yang cantik, yang menarik, sekarang keputusan politik
yang bagus itu gimana. Jadi kalau perlu kita malam pun kita rapat, supaya kita cukup
waktu mengambil keputusan terbaik untuk masa yang sangat penting untuk perjalanan
bangsa ini, begitu.

Terima kasih Pak.

9. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum dilanjutkan oleh Pak Harjono saya ingin Klarifikasi. Yang dimaksud
pembahasan atau pemandangan umum bab demi bab itu adalah usul dari tiap fraksi
mengenai bab itu. Misalnya Pasal 1 saya minta ini, ini atau menambahkan satu pasal
atau mengubah kalimatnya sudah langsung kesana. Going nowhere. Jadi kira-kira
begitu.
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Silakan Pak Harjono.

10. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih pada pimpinan.

Sebetulnya juga ada satu kekhawatiran, kekhawatiran itu persoalan waktu dan
persoalan tugas. Oleh karena itu kalau kita juga tidak memikirkan bagaimana
kompromi dua itu dengan tanpa mengorbankan kualitas saya kira satu tuntutan yang
harus kita pikirkan bersama. Pertama, saya ingin mengomentari persoalan mekanisme
rapat yang ditulis, yaitu:

Rapat Pleno. Sehubungan dengan persoalan waktu tadi. Kalau rapat pleno itu
masing-masing fraksi sudah sampai pasal per pasal menyampaikan pandangannya saya
kira.

Yang kedua, tanggapan terhadap pandangan umum itu saya kira bisa dihilangkan,
karena nanti kembali fraksi menanggapi. Oleh karena itu langsung masuk pada materi
saja. Karena itu nanti terlalu banyak waktu dan toch akhirnya yang kita tuju sebetulnya
rumusannya bagaimana. [tu satu usulan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan
mengingat persoalan waktu dan persoalan kita sebetulnya sudah sama-sama tahu apa
yang kita butuhkan. Misalnya seperti itu.

Kemudian saya ingin tanyakan juga persoalan mekanisme pengambilan
keputusan. Kalau saya lihat di sini apakah putusan-putusan nanti hanya dilakukan oleh
rapat Tim Perumus. Kalau memang di situ kemudian, apakah mekanisme pengambilan
keputusan harus sampai pada kesepakatan bersama. Jadi harus semua sepakat ataukah
nanti kita juga masih memikirkan adanya voting. Ini persoalannya. Karena saya melihat
bahwa perbedaan-perbedaaan itu mungkin ada satu perbedaan yang tidak bisa sampai
dirumuskan secara kesepakatan. Kalau masih membuka persoalan-persoalan dengan
voting sebetulnya sampai dengan kewenangan BP ini, nasibnya masih di voting-kan
pada sidang umum. Oleh karena itu, mengulang pada kesempatan kita pertama dulu
bertemu, apakah kita hanya keluar dengan satu konsep ataukah kita keluar dengan
beberapa konsep, karena ketidaksepakatan di dalam mengambil sikap perumusan. Dua
konsep tidak berarti itu lalu kemudian kita tinggal, tidak sempurna. Kalau perlu
meskipun itu konsep, yang berikutnya juga kita pikirkan secara sempurna. Katakan saja
kalau konsep kita nanti sudah digantungkan pada persoalan sidang umum, kadang-
kadang itu ditolak dan itu satu-satunya konsep kita. Berarti tidak akan satu konsep lagi
yang dibicarakan, karena itu merupakan suatu sekuensial pasal satu dan pasal lainnya,
itu yang saya pikirkan. Ini berkaitan juga dengan proses pengambilan keputusan.
Kemudian hal-hal yang saya kira juga berkaitan dengan persoalan-persoalan
pembahasan, saya kira sangat setuju sekali, tapi saya kira itulah yang harus kita
tentukan dulu sebelum kita akan melangkah pada proses penjadwalan.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, Pak Harjono, silakan Pak Lukman

12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (P-PPP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Tiga hal yang ingin saya komentari dalam kesempatan ini. Pertama menyangkut
tadi yang disampaikan Pimpinan, public hearing. Jadi saya sependapat dengan pikiran
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yang menyatakan bahwa sejak saat ini mungkin sudah tidak tepat lagi kalau kita masih
juga menyediakan waktu untuk kalangan luar dalam rangka public hearing ini, karena
waktu yang kita miliki sudah semakin sedikit. Oleh karenanya ada dua usulan yang saya
sampaikan karena tidak bisa tidak, aspirasi dari masyarakat luas itupun juga tidak bisa
kita kesampingkan begitu saja.

Usulan yang pertama, bahwa kalaupun dianggap perlu public hearing, maka itu
seharusnya di luar jam kerja PAH I ini. Saya sependapat dengan pembagian tugas di
antara kita mungkin nanti digilir, atau yang kedua PAH I secara khusus tidak menerima
public hearing, tapi itu salurkan saja ke fraksi. Jadi siapapun kelompok masyarakat yang
ingin menyampaikan aspirasinya, silakan ke fraksi nya atau ke fraksi yang mereka
anggap bisa memperjuangkan aspirasi itu. Jadi PAH I secara institusional tidak
menerima public hearing lagi dari fraksi, itu yang pertama.

Yang kedua itu berkaitan dengan pembagian waktu ini. Jadi pembagian waktu
yang sudah dibuat oleh sekretariat menurut saya yang berkaitan dengan jumlah hari
dan lain sebagainya agar tidak dipahami secara kaku. Jadi bukan berarti lalu kita hanya
memiliki 41 hari itu. Karena kita harus berorientasi kepada proses dan hasil, tidak
kemudian waktu yang kemudian menjadi acuan kita. Oleh karenanya dimungkinkan
kalau ada hari-hari fraksi karena di sini saya melihat hari fraksi cukup banyak. Kalau
memang dipandang perlu, ada materi-materi tertentu yang berdasarkan alokasi waktu
41 hari itu tidak tertampung, itu juga bisa menggunakan hari fraksi menurut saya.

Lalu yang kedua berkaitan dengan jam berapa kita mulai. Kalau tadi diusulkan
jam 10.00 WIB saya mengusulkan jam 09.00 WIB, jam 09.00. Menurut saya kita sudah
bisa mulai sehingga kita bisa lebih efisien menggunakan waktu atau mulai jam 09.00
WIB yang tidak hadir kena penalti, Pak Asnawi.

Lalu yang ketiga, saya ingin mengusulkan khusus menyangkut pembagian hari
sesuai dengan pembahasan bab per bab ini. Jadi saya setuju bahwa ini mungkin tim
kecil yang bisa lebih menyempurnakan. Lalu yang kedua, pembagian bab itu tidak
berdasarkan nomor tapi berdasarkan substansi apa MPR, Presiden, DPR, MA, seperti
itu. Jadi, karena boleh jadi kalau nomor yang menjadi patokannya ada bab-bab baru
yang mungkin tidak ter-cover di nomor ini, begitu. Inikan acuannya Undang-Undang
Dasar yang lama, nomor-nomor bab. Asumsi saya tentunya akan ada bab-bab baru,
jumlahnya pun menjadi bertambah sehingga pembahasan per bab itu berdasarkan
pokok bahasannya misalkan berkaitan dengan MPR, berkaitan dengan Presiden, itu
mungkin lebih baik menurut saya.

Demikian tiga hal yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Lukman, silakan Pak Soewarno.

14. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya yang ingin kami sampaikan tadi sudah disebut Pak Lukman, yaitu
menyangkut penghimpunan masukan-masukan, karena selama ini sudah hampir
menyeluruh masukan itu. Kita coba himpun, cuma di sana memang ada beberapa
lembaga yang waktu itu belum tuntas, misalnya dari AIPI dulu. Itu sudah menjanjikan
kelengkapan sumbangan pikiran yang belum. Nah, kalau ini misalnya hanya
melengkapi sisa-sisa pekerjaan yang lalu, saya rasa cukup disampaikan tertulis saja.
Sedang kalau public hearing itu sifatnya memberikan kesempatan kepada orang baru
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dan kemudian memulai sesuatu dari awal lagi, saya rasa justru bikin rancu. Oleh karena
itu, public hearing itu untuk orang yang baru, atau pihak yang baru kita tutup saja!
Tidak ada! Kalau menyampaikan, menyampaikan yang tertulis saja, supaya tidak
mengganggu konsentrasi kita untuk membahas pasal per pasal itu.

Itu yang menyangkut usaha untuk menghimpun masukan dan memang ada
beberapa masukan yang pernah disebutkan di sini untuk diperbanyak tetapi belum,
misalnya dari UGM. Katanya ada satu masukan yang lengkap tetapi waktu itu belum
sempat dibagi di PAH I ini, karena bahan itu dimasukkan pada waktu Sidang Komisi
yang lalu, di MPR, Komisi C itu. Bahan-bahan yang waktu itu masuk dan baik, saya rasa
diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota. Dengan demikian semua masukan
baik dari sidang MPR yang lalu maupun dari PAH I selama ini sudah lengkap. Tinggal
kita tagih saja yang dulu menyisakan janji-janji kepada kita. Dengan demikian kita tidak
diganggu lagi dengan hal baru, karena misalnya waktu di Lido, waktu mengadakan
seminar. Itu adalah salah satu masalah yang disampaikan adalah bahwa MPR tidak
kompeten untuk membahas atau memutuskan Undang-Undang Dasar karena nanti
tidak, apa itu..., banyak yang partisan dan bukan ahlinya. Karena itu ada yang usul Pak
Alihardi itu, supaya dibentuk tim independen penyusun Undang-Undang Dasar. Ini kan
terlalu awal kalau ini kita buka, ini akan banyak dan mengganggu. [tu yang menyangkut
menghimpun masukan.

Yang kedua, masalah pembahasan memang kemungkinannya seperti yang
diungkapkan Pak Harjono. Itu terjadi, yaitu ada bagian-bagian yang tidak bisa kita
finalkan. Ini tidak usah mengganggu, saya rasa, kita selesaikan saja yang memang sudah
sepakat sedang yang masih debatable itu kita susun dalam bentuk alternatif untuk
kemudian itu bagian di sidang lengkap MPR nanti. Nah, tentu saja tidak berharap itu
terjadi, tapi juga kita tidak mungkin memaksakan kehendak masing-masing.

Nah, mungkin saran Pak Harun dan Pak Jakob itu kalau bisa kita resapi mungkin,
itu akan terhindar, yaitu kita mencoba melepaskan semua identitas dan atribut kita
yang lalu-lalu dan kita berfungsi sebagai komunitas baru yang bisa menciptakan
Undang-Undang Dasar yang sebaik-baiknya.

Saya rasa itu. Terima kasih.

15. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Soewarno, berikutnya kami persilakan Pak Pata.

16. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan sidang,

Yang pertama-tama kami hanya meminta klarifikasi, karena usul pembahasan
Bab I sampai selesai, apakah dimaksud termasuk yang sudah diamendemen juga, akan
kita amendemen kembali? Ini pertanyaan yang pertama, maksudnya ini satu klarifikasi
antara kita sendiri.

Yang kedua, ada berbagai masalah yang saya sampaikan tadi. Ada legal drafter,
ada masalah Tim Perumus. Kami ingin menyampaikan dalam rangka mempercepat
mekanisme. Kalau ada legal drafter, itu bisa saja kita hanya diskusi atau tanggapan
fraksi per bab, langsung substansi saja sehingga masalah redaksi dan legal drafter-nya
bisa dibuat oleh legal drafter. Atau setiap fraksi sudah dilengkapi dalam legal drafter
sehingga semua usul itu sudah langsung memang secara redaksional secara hukum itu
sudah hampir kita katakan proper-lah sebagai suatu, ini bisa paham saya
memberikannya.

Kemudian yang terakhir yang kami tanyakan adalah mengenai masalah materi-
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materi. Pengertian kami bahwa seluruh materi yang dicapai atau terdapat pada tahun
yang lalu itu merupakan sekaligus materi juga bagi PAH sekarang. Jadi tidak ada
keterputusan materi sebetulnya. Jadi bukan materi yang baru sekarang dengan materi
yang dulu berbeda, sebetulnya semua sudah masuk.

Jadi yang kami pikir penting yang perlu kita bicarakan mengenai masalah
substansi tadi. Jadi memang untuk mempercepat diskusi bisa langsung ke substansi
Pak. Jadi bisa saja hanya substansi baru legal drafter, ataukah kita sepakati setiap fraksi
punya legal drafter sehingga usulnya sudah usul final. Sehingga kalaupun terjadi seperti
yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi, ternyata kita misalnya mau ada yang A, mau
yang B, dua-duanya bisa langsung masuk ke paripurna. Jadi bisa langsung ada progres.

Sekian, terima kasih.

17. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Pata, Pak Seto silakan.

18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Pertama saya mengerti dan sepakat bahwa untuk mempercepat memang kita
langsung mengusulkan kepada rumusan pasal demi pasal. Tetapi ada kekhawatiran
bahwa rumusan itu nantinya bisa saling tumpang tindih ataupun tidak konsisten, pasal
satu dengan pasal lainnya. Karena itu meskipun ini tidak dimaksudkan untuk
mengulang pembicaraan yang sudah kita bicarakan, tapi mungkin ada baiknya andai
kata kita mengawali untuk mencari kesepakatan pada hal-hal yang merupakan prinsip
dasar. Katakanlah misalnya soal kelembagaan. Kita sepakat dulu apakah kita setuju
bahwa MPR itu ada dalam sistem kelembagaan kita, kita tidak ingin memisahkan antara
lembaga tertinggi, tinggi, dan sebagainya.

Yang kedua, mungkin artinya hanya hal semacam itu yang kita sepakati,
rumusannya bagaimana? Itu nanti. Yang kedua, misalnya kedudukan Penjelasan,
supaya sejak awal kita tahu, kita ini sudah sepakat bahwa itu akan dihapus atau tidak?
Dengan demikian di dalam rumusanpun sudah kita masukkan. Jadi ada hal-hal yang
secara mendasar yang perlu kita sepakati yang menjadi pegangan kita bersama dalam
merumuskan pasal demi pasal. Misalnya saja juga mungkin lembaga-lembaga apa saja
yang kita ingin masukkan apakah BI, apakah kepolisian, dan sebagainya, rumusannya
bagaimana? Itu nanti belakangan, tetapi pembicaraan pertama menurut saya tidak
langsung ke Bab I tetapi, prinsip-prinsip dasar yang kita sepakati, itu pertama.

Yang ketiga, saya ingin menanggapi usul Pak Lukman tadi. Soal waktu rapat.
Kalau boleh saya usulkan tetap jam sepuluh. Ini terus terang kepentingan pribadi
fraksi. Karena terus terang kami mohon, fraksi kecil itu tidak banyak orang, jadi kalau
diberi waktu jam sepuluh itu mulai, setidaknya jam sembilan kita masih bisa
memasukkan usul-usul tertulis di komisi dan sebagainya. Karena pada umumnya
komisi mulai pada pukul sembilan. Jadi saya ingin mengusulkan dan sekaligus
mohonlah begitu supaya pengertian ada di antara kita, kita mulai saja jam 10.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Seto, Berikutnya Pak Soedijarto.

20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Kami usul teknis Pak, yaitu karena kami perlu ketemu. Fraksi kami kan fraksi
yang macam-macam. Jadi kami masih perlu dua hari mungkin sebelum masuk sidang
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supaya kami bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat fraksi kami.

Yang kedua, mengenai masalah pengambilan keputusan, saya kira karena kami
diberi kesempatan ke luar negeri, di negara seperti Jerman ada pasal yang tidak boleh
diputuskan oleh majelis federal pun, tapi harus oleh seluruh rakyat melalui
referendum. Ada pasal yang seperti itu. Ini artinya supaya kita jangan sampai dalam
PAH I ini, cenderung kalau perlu langsung voting. Ini membawa konsekuensi bahwa
pembatasan waktu itu memang sangat sukar, supaya masing-masing kita makin lama
makin saling mengerti sehingga akhirnya mantuk semua. Itu tidak mungkin misalnya
tiap bab itu tiga hari dan sebagainya harus selesai. Jadi tidak terlalu mekanistik.

Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih.

21. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Jangan marah dulu, Pak.
Terima kasih, Pak Soedijarto. Berikutnya Pak Andi.

22, Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Pak. Saya mulai, Pak? Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira Wakil dari Fraksi Partai Golkar ikut serta dalam menyusun ini, jadi
pada dasarnya sudah dapat kami terima sebagai acuan dengan beberapa penambahan
barangkali.

Yang pertama dalam rangka image building kita kepada masyarakat. Yang kita
lakukan sekarang ini adalah pekerjaan besar, Pak! Saya takut kalau masyarakat melihat
waktu kerja kita hanya 41 hari, dianggap kita bekerja secara gampangan, padahal kita
sudah bekerja sudah sejak Oktober yang lalu. Bagaimana memberitahu masyarakat
bahwa 41 hari ini, sisa yang belum terpakai tapi yang kita sudah pakai sudah lama
sebenarnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari Pak Ali Masykur tadi. Ya kami juga berusaha untuk tidak
melakukan bongkar pasang. Tetapi yang kita susun ini adalah sebuah Undang-Undang
Dasar dalam sebuah sistem, artinya antara kepala dan ekor diusahakan ada hubungan
darah, hubungan batin. Karena itu, walaupun sudah kita sepakati di sini, mungkin
masih ada kesempatan untuk menyerasikan di kemudian hari. Jadi jangan itu dianggap
sebagai sebuah upaya bongkar pasang. Sudah barang tentu dengan tetap pada
pembahasan yang kita serasikan itu adalah masalah-masalah yang memang tidak bisa
jalan tanpa serasi.

Lalu berikutnya forum lobi, kami mengusulkan supaya tidak terlalu ketatlah satu
orang, satu fraksi. Kalau bisa lebih dari satu orang juga bisa walaupun yang ngomong
cuma satu. Ini dalam rangka memelihara kontinuitas karena tidak semua, ya
kontinuitas masing-masing fraksi.

Berikutnya kami berharap betul supaya Tim Perumus nanti didampingi oleh
orang yang bukan sekedar ahli bahasa, tapi orang yang ahli bahasa hukum. Bahasa
hukum sering berbeda dengan bahasa Indonesia, Pak. Jadi kalau bisa selain ahli teknis
perundang-undangan juga ahli bahasa hukum. Kalau bahasa Indonesia ya, Pak Badudu,
tapi bahasa hukum belum tentu. Saya kira di Ul ada orangnya.

Kemudian proses pembahasan, ya saya juga, kami dari Fraksi Golkar juga sepakat
kalau kita tidak perlu memaksakan diri satu putusan, tapi jangan sekian banyak
alternatif, Pak! Paling tidak ada dua, dan dalam rangka supaya masyarakat dapat
mengikuti perkembangan kita, sekaligus mereka dapat me-watch kita, mungkin tidak
apa-apa segalanya dibikin terbuka saja. Sebab jangan kita berasumsi bahwa kita
menguasai seluruh persoalan, tidak mustahil ada hal-hal yang tidak kita pikirkan tapi
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orang lain pikirkan. Dan yang terakhir cukup sekian.
Wassalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Yang terakhir ini contoh, bagaimana Bahasa Indonesia itu lain dengan bahasa
hukum.

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Ali, Pak Ali silakan.

24. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh.

Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya cuma usul apa tidak
seyogianya sebelum pembahasan pasal demi pasal, kita kemukakan dulu sistem dari
Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sebab ini menyangkut sistem pemerintahan. Apa yang
ingin kita kehendaki dengan merombak Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tentunya
pengertian mengubah itu tidak mengubah seluruhnya, mungkin ada beberapa hal yang
masih bisa dipertahankan dan mungkin hanya bahasanya saja yang disempurnakan.
Dan untuk ini saya kira lebih baik kalau di dalam pembahasan keseluruhan dulu, baru
pasal demi pasal daripada dimulai pasal demi pasal lalu keseluruhan. Barangkali lebih
baik global dulu, baru pasal demi pasal, seperti halnya dalam Penjelasan. Mesti
Penjelasan umum, baru pasal demi pasal. Supaya kita dapat melihat konteks
keseluruhannya.

Kemudian mengenai dari fraksi , saya kurang sependapat kalau dimulai dari
pandangan yang umum dulu dari fraksi. Lebih baik fraksi itu terakhir, toh kita ini sudah
mewakili fraksi-fraksi. Apa Fraksi PDI-P, apa Fraksi Golongan Karya, apa Fraksi
Reformasi, apa Fraksi Utusan Golongan kecuali Utusan Daerah yang belum ada, yang
harus nempel pada fraksi-fraksi yang ada ini. Jadi saya rasa sudah cukup, ini
representatif bagi fraksi-fraksi. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu terlalu
banyak, toh dalam fraksi sudah disalurkan kepada anggota-anggota yang ada ini, dan
kalau terlalu banyak fraksi nanti, ini saya khawatirkan lalu pikiran-pikiran golongan,
kelompok terlalu banyak masuk, ini yang dikhawatirkan orang. Mari kita lepas baju-
baju daripada apa itu politik fraksi-fraksi. Kepentingan umum bangsa dan Negara lah
yang harus didahulukan di dalam pembahasan ini, saya sepakat kalau ada pendapat
semacam itu.

Kemudian mengenai apa itu terakhir tentunya dari fraksi-fraksi sudah selesai
seluruhnya, yang saya usulkan, baru pandangan dari fraksi-fraksi , tentunya anggota-
anggota yang ada ini tidak lepas dari fraksi nya. Saya yakin itu mungkin, sebelumnya
sudah ada pembahasan. Jadi Bapak dan Ibu, Saudara sekalian hanya ini usul dari saya.
Lalu mengenai yang lain sudah dibicarakan oleh teman dalam pembicaraan terdahulu,
sekian.

Wassalaamu "alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Wa’alaikumsalam.
Terima kasih Pak Ali. Pak Baharuddin, silakan.

26. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Terima kasih.
Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Selamat sore.

46 Perubahan UUD 1945



Saya mungkin perlu juga menanggapi pembicara sebelumnya, saya diberi
kesempatan memang untuk menanggapi, kalau saya duluan dari Pak Ali nanti, Pak Ali
pula menanggapi saya. Saya perlu memperjelas, fraksi itu juga mewakili rakyat
sesungguhnya. Jadi sesungguhnya tidak ada persoalan dan mekanisme yang kita
sepakati dari tata kerja. Tentu kita serahkan melalui fraksi dan kita serahkan saja
pandangan fraksi dari awal dan nanti apa itu memang menyangkut masalah bersifat
umum atau langsung kepada materi pasal demi pasal kita serahkan. Kemudian baru
untuk mempermudah untuk tidak lagi membuyarkan, sudah kita sepakati langsung saja
bab demi bab, pasal demi pasal, kalau nanti memang perlu disempurnakan pada
akhirnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya itu, tidak berarti membongkar, Pak
Ali. Itu bisa saja nanti terjadi pengubahan terhadap suatu sistem yang mau kita bangun.

Nah, yang kedua, saya ingin juga mengingatkan khususnya di tim Sekretariat atau
perumus nanti, supaya hati-hati merumuskan pembicaraan. Karena begini, saya yakin
yang materi ini, yang matriks ini pun belum semuanya lengkap. Saya ingat ketika kita
rapat pleno terakhir Badan Pekerja, mohon maaf, Bapak Pimpinan! Ketika Bapak
melaporkan hal itu, saya heran, saya tidak bayangkan itu kesepakatan PAH dan saya
ingat sekali Pak Fuad Bawazier meluruskan itu, yang tiga bagian, kesepakatan dalam
PAH I. Kemudian tanggal 5 kemarin Pak Soewarno menulis di Kompas mengambil
kembali laporannya Ketua PAH itu sebagai bahan tulisannya di Kompas. Padahal itu
sesungguhnya itu sudah diluruskan oleh Pak Fuad Bawazier, bukan merupakan
kesepakatan di PAH, yang tiga bagian.

Karena itu saya tidak tahu apa Sekretariat yang merumuskan agak kurang apa,
atau barangkali Pimpinan terlalu mungkin dari apa. Jadi mohon itu kalau ada
kesepakatan seperti itu, kita sepakati dulu di sini kemudian baru, kemudian bisa di...,
karena itu nanti rangkaiannya panjang seperti bukti seperti ini. Saya kliping dari
tulisannya Pak Soewarno dari Kompas tanggal 4 Mei 2000, dan itu diambil dari laporan
yang justru malah keliru. Karena itu saya mohon kesepakatan-kesepakatan seperti itu
kita rumuskan, kita clear-kan. Kemudian Tim Sekretariat coba hati-hati untuk
merumuskan, karena ini dampaknya panjang sekali. Di samping teman-teman pers ini
kalau ada di sini mohon maaf ini, kadang-kadang kalau tidak diikuti ambil bahan
tertulis padahal sesungguhnya itu sudah dikoreksi dan seterusnya.

Nab, ini yang saya inginkan dan kemudian dengan niat baik untuk seluruh teman-
teman tadi saya yakin semua niat kita ini untuk seluruh bangsa, baik itu namanya fraksi
maupun golongan, walaupun personal adalah untuk kepentingan bangsa. Jadi karena
itu mekanisme yang kesepakatan kita yang kita ikuti kemudian juga dengan lapang
dada untuk kita berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya. Saya yakin 41 hari
pun cukup kalau memang niat kita baik.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. KetuaRapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin.

Kami persilakan, karena Pak Hafiz minta paling akhir, jadi Pak Yusuf Muhammad
duluan, silakan Pak.

28. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)
Assalamu’alaikum.
Bapak-Bapak dan Saudara sekalian.
Melihat jadwal yang ada ini saya ingin konfirmasi, sebetulnya Sidang Umum
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Tahunan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena dari situ kita bisa melihat
kemungkinan-kemungkinannya, sebab saya ingin memulai dengan mari kita tidak over
confidence bahwa kita sangat bisa menyelesaikan ini. Bukan pesimis, tapi kita ndak
perlu over confidence. Ini masalah yang sangat besar dan karena itu memang harus
diberikan banyak kemungkinan bagi pengembangan-pengembangan pembicaraan.
Seperti yang tadi disampaikan teman-teman, saya sependapat bahwa kemungkinan-
kemungkinan pembahasan ulang atau pengubahan itu jangan dinafikan. Selama
pendekatannya jernih dan kepentingannya jelas, saya kira sesuatu yang bisa diterima.
Karena itu sekalipun itu nanti sudah setuju, diparaf, kita ini kan tidak mempersiapkan
tidak untuk sidang umum. Jadi yang kita lakukan itu bukan keputusan akhir tanpa
bermaksud membuka peluang untuk kita, lalu mengingkari kesepakatan-kesepakatan
itu. Saya itu justru yang khawatir dari Utusan Golongan gitu, saya khawatir karena
mereka tidak mempunyai otoritas yang sebagaimana fraksi lain. Jadi....

29. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya interupsi ini Pak.

Utusan Golongan tidak pernah melakukan begitu. Saya kalau enggak jawab
langsung dianggap benar gitu, terima kasih. Tidak pernah dilakukan, sejarah mencatat.
Silakan cek di notulen rapat.

30. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Jadi tadi Pak Ali Masykur itu tadi menyatakan seperti itu. Jadi ini menunjukkan
bahwa memang rapat fraksi diperlukan begitu. Jadi maksud saya, kita jangan
menimbulkan sebuah kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dengan
misalnya kita harus buka semua identitas. Saya kira identitas kita masing-masing sudah
jelas, biar sajalah yang penting kita mendiskusikan, kita melihat kepentingan bangsa,
dan kita bisa ketemu dengan itikad baik yang kita miliki bersama.

Jadi karena itu barangkali proses yang sudah panjang ini memang sudah saatnya
untuk dikerucutkan menjadi pendapat-pendapat fraksi , tanpa menutup kemungkinan
dan peluang masing-masing kita. Tapi kita ini sudah diskusi sampai elek sebetulnya,
sampai ke luar negeri segala macam. Jadi saya kira pemberian kesempatan kepada
fraksi itu bisa dilakukan. Dan keinginan kita untuk tidak punya atau hanya punya satu
alternatif itu saya kira juga sesuatu yang berlebih-lebihan. Saya sependapat bahwa
pendekatan yang komprehensif dari pasal-pasal ini. Bisa saja ketika salah satu pasal di
Sidang Umum berkeputusan lain, pasal yang lain juga akan berubah, itu satu
konsekuensi.

Persoalan yang sederhana saja, soal Presiden dipilih langsung. Itu saya kira sudah
jelas tidak ketemu itu. Saya juga tidak tahu bagaimana nanti penyelesaiannya. Karena
kita sudah melihat dan itu artinya akan menyangkut kepada pasal-pasal yang lain. Jadi
tanpa bermaksud membuka terlalu lebar, kita juga jangan terlalu bikin ketentuan-
ketentuan yang sebetulnya tidak positif juga bagi kemungkinan melakukan diskusi dan
pengambilan keputusan yang lebih baik.

Saya kira itu saja dan saya tadi konfirmasi waktu itu sebetulnya mencari
kemungkinan bahwa masih ada waktu untuk lebih dari 41 hari itu, kecuali kalau 41
hari itu sudah dikonsultasikan kepada paranormal itu saya tidak tahu.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat: Jakob Tobing
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Silakan, terima kasih Pak Yusuf, silakan Pak Hafiz.

32. Pembicara: Ahmad Hafiz Zawawie (F-PG)

Saudara Pimpinan.

Saya ini hanya ingin minta klarifikasi Pak. Bahwa pemandangan umum itu yang
disebut sebagai disampaikan bab per bab, apakah juga untuk, apakah kita sudah
sepakat bahwa bentuk dan tata urut dalam bab per bab itu sudah kita sepakati tidak
mengalami pengubahan. Sehingga apakah tidak perlu kita juga ada pemandangan
umum mengenai over all dari Undang-Undang Dasar 1945 ini di luar Pembukaan, itu
pertama.

Yang kedua, mengenai legal drafter tadi, saya setuju kalau itu di akhir sesudah
ada kesepakatan bab per bab itu baru kita minta bantuan legal drafter.

Yang ketiga, saya juga ingin minta klarifikasi mengenai kuesioner di Kompas hari
ini mengenai pemilihan Presiden langsung. Apakah itu bagian dari pada pekerjaan PAH
[? Karena itu di samping diminta disampaikan fax ke Sekretariat MPR begitu, apakah di
luar itu. Jadi ada Kompas di halaman berapa saya lupa, dimintai pendapat mengenai
yah mungkin, saya kira itu saja Pak.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih.

Cukup banyak materi-materi ini barusan kami berkomunikasi, Tim Kecil masih
akan Kkerja. Kalau diperkenankan kami mencoba mengerucutkan apa-apa yang
disampaikan barusan.

Pertama, saya akan mulai dengan jadwal dulu. Kami membuat perkiraan bahwa
Sidang Tahunan itu paling tidak akan dimulai satu minggu sebelum tanggal 18, karena
kita sudah harus menyelesaikan ini semua, siap untuk ditetapkan oleh Sidang Tahunan
itu pada tanggal 18 Agustus. Tetapi kami memang menambah lagi waktunya karena
apa, kalau ada alternatif. Jadi sekaligus nih kita bicara tentang alternatif. Alternatif itu
karena ini sistem akan berakibat pada tempat lain, itu forumnya adalah di komisi nanti.
Oleh karena itu kita perlu waktu lebih panjang di komisi, Komisi MPR, oleh karena itu
memang waktunya agak kita berikan itu saja, itu yang pertama.

Kemudian saya rasa kalau kita ingat kembali, justru dari awal kita sudah sepakat
kita ini melakukan pembicaraan pertama itu komprehensif dan itu sudah kita lakukan
sampai ke Finlandia begitu jauhnya komprehensif itu, India juga. Sekarang masuk ke
pasal, nanti dirangkum. Jadi sudah harus masuk ke pasal dan ini adalah pendapat
fraksi-fraksi. Pada waktu kita berbicara tentang bagaimana sebetulnya permasalahan
untuk menemukan segala sesuatu, waktu itu dengan sadar kita mengatakan silakan
pendapatnya masing-masing, bukan pendapat fraksi pun silakan, tapi kalau sudah
sampai ke final bab, itu pendapat fraksi.

Kemudian mengenai public hearing, saya rasa kita bisa sepakatlah kalau public
hearing itu di luar jam kerja dan kalaupun mau ditemui itu bergillir saja kita. Kita minta
kalau ada bahannya tertulis yah silakan diajukan begitu. Sekaligus bahan-bahan yang
lama, yang dari sidang Oktober itu hanya sekedar mengingatkan kembali karena
dahulu sudah kita sepakati, itu bagian dari pada bahan kita gitu. Jadi hanya
mengingatkan kembali. Mengenai apakah yang sudah diamendemen itu juga akan
dibicarakan, itu sudah pernah juga kita bicarakan. Kalau memang ada yang
menganggap itu penting, itu bisa saja, tetapi ya yang hematlah itu prioritasnya.
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Selanjutnya tentang pengambilan keputusan, saya hanya ingin mengingatkan Tap
[I/MPR/1999 tentang Tata Tertib, PAH itu tidak ada voting. Ini hanya musyawarah
mufakat. Oleh karena itu, tadi kami mengatakan kemungkinan kita adalah musyawarah
mufakat untuk sepakat atau untuk tidak sepakat, sehingga kemungkinannya ada
alternatif. Hanya himbauan kita oleh karena tadi kita bukan buka-buka baju tetapi
karena ini adalah mencari yang terbaik untuk bangsa. Kalau yang mirip-mirip itu bisa
dikelompokkanlah. Tapi kalau yang tidak mirip tidak usah dikelompokkan sehingga
alternatif nya itu tidak terlalu banyak. Kalau bisa sehemat mungkin begitu. Kalau
mungkin cuma dua, kalau tidak mungkin ya tiga begitu. Jadi akan selalu ada alternatif,
tapi kalau memang sudah sepakat yah sudah satu-satu saja.

Nah, mengenai waktu, saya pikir baiklah kita beri kesempatan untuk rekan-rekan
yang di DPR, apakah itu fraksi nya yang besar atau kecil saya rasa sama
kepentingannya. Jadi hadir dululah sebentar satu jam begitu. Jam 10.00 kita mulai
begitu, tapi jam 10.00 waktu yang benar begitu dan kita lanjutkan siang dan malam itu
kita cadangkan. Walaupun kelihatan waktunya banyak tetapi jangan sampai kita
tergesa-gesa pada waktu yang akhir sehingga proses yang sudah begini baik jangan
difinalisasinya itu malah second atau third grade quality, begitu. Jadi itu susah. Jadi kita
tetaplah menjaga pace-nya itu tetap baik begitu.

Nah, mengenai ada satu hal yang mungkin nanti agak di belakang, Tim Lobi saya
pikir baiklah yang sebelas tambah empat. Bahwa yang sebelas ini ada yang membawa
temannya duduk-duduk, saya rasa maklum semua. Tetapi tetap forumnya bukan forum
pleno tetapi forum lobi. Jadi mau ikut makanpun boleh, mungkin itu yang ditakutkan
oleh Pak Andji, begitu ketatnya makanpun tidak boleh lagi ikut.

Mengenai waktu Pak, mungkin kita ambil jalan tengahlah ya. Jadi tadi Rapim
menilai atau berkesimpulan, kita sudah harus bisa mulai besok siang. Nah, ini Pak
Soedijarto meminta dua hari untuk fraksi. Jadi tadi ada input lagi, kalau begitu satu hari
saja jadi. Kita mulai masuk pada hari Rabu. Jam 10.00 sudah mulai langsung pada pasal-
pasal. Besok satu harian dipersilakan fraksi-fraksi, malah nanti malam pun silakan.

Mengenai legal drafter ini, saya belum tahu. Terus terangnya lebih baik kita cari
dululah, jangan kita langsung mengandalkan seluruh kegiatan ini kepada legal drafter
yang kita belum tahu, kita usahakan saja yang terbaik nanti kita cari. Nah, oleh karena
itu saya lihat untuk cara membahas itu karena kita dari dahulu sudah berbicara
komprehensif mulai dari ujung ke pangkal, pangkal ke ujung semua kait-mengkaitnya
sudah kita lihat, dan dengan pengertian pembahasan bab demi bab itu adalah dalam
rangka pengertian acuan. Jadi kalau ada bab baru mau disisipkan, itu bisa. Maka
keperluan untuk membahas kembali menyeluruh sistem, saya kira sudah kita
cukupkanlah pada waktu yang dulu dan itu sudah cukup banyak. Tidak akan ada dari
kita akan mengatakan sekarang sudah harus masuk bab ini tidak boleh lagi ada bab lain
di luar itu.

Tadi di awal pembicaraan adalah memang kalau misalnya ada yang ingin bab ini
hilang malah ini nanti bab itu masuk. Itu bisa, tetapi pemikiran komprehensif sudah
kita lakukan bersama-sama selama ini. Kemudian hal yang sebetulnya yang kita
perlukan adalah penegasan ulang mengenai posisi Penjelasan. Pada waktu kita
mengawali tahap kedua dari pembahasan amendemen ini kita mengatakan ada
kesepakatan fraksi-fraksi bahwa materi-materi normatif dan sebagainya dari
Penjelasan akan diangkat masuk ke dalam pasal-pasal. Langsung beliau bilang jangan
sampai keluar Batang Tubuh, berarti memang sudah tidak. Sementara Batang
Tubuhnya sudah diubah. Jadi ini, ini satu. Apakah perlu ada kesepakatan baru, saya
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rasa penegasan ulang saja.

Kemudian mengenai laporan. Saya memang ingin mengatakan bahwa laporan
yang ke Badan Pekerja Pleno itu tidak sempat saya baca. Kesalahan ada pada saya. Oleh
kerena itu tulisan di depan memang kami tidak mengikuti kata-kata itu lagi, kami ubah-
ubah, tetapi tetap masih belum begitu cocok. Begitu dikoreksi oleh Pak Fuad, kami
langsung mengatakan dan memang itu semua satu proses yang tidak bisa dikatakan itu
sudah final begitu, ndak. Jadi ini adalah satu proses, kalau kita lihat notulen dari rapat
itu, itu tidak sama yang tertulis dengan yang saya sampaikan dan dengan tambahan
uraian. Jadi posisinya demikian. Tetapi untuk yang hari tanggal 23, memang kami
wanti-wanti, pesan, saya akan tulis ulang, dan nanti akan kami sampaikan terlebih
dahulu. Jadi untuk itu kami mohon maaf dan bahwa ada nanti orang yang menjadi S2
atau S3 dari situ, itu memang kemampuan sahabat itu membuat itu.

Saya rasa demikian dan apakah kesimpulan-kesimpulan itu bisa kita pakai untuk
acuan kerja kita? Baik, silakan Pak Lukman, Pak Lukman dan Pak Ruki..., PakTaufig.

34. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi untuk awal pembahasan kita, lusa nanti itu. Itu apakah masing-masing
fraksi harus menyiapkan daftar inventarisasi masalah DIM sebagaimana yang kita
kenal selama ini, yaitu sudah uraian pasal per pasal, bahkan ayat per ayat sesuai
dengan bab-nya masing-masing. Lalu kemudian karena masing-masing fraksi itu
menyampaikan itu sehingga kita perlu ada semacam persandingan itu, atau cukup
pokok-pokok subtansinya. Karena asumsinya bahwa PAH ini akan membentuk Tim
Perumus, sehingga dalam tingkatan rumusan itu akan dilakukan oleh tim tersendiri,
sehingga yang perlu dilakukan oleh pembahasan awal ini sebatas pada pokok-pokok
substansi berdasarkan bab-bab yang ada.

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Jadi ini Klarifikasi, saya rasa kalau yang punya lengkap, yang tinggal kita pakai,
Alhamdulillah. Kalau pokok-pokok pikiran terima kasih juga. Jadi dua-duanya sajalah,
begitu ya? Sebab ada fraksi yang akan menyampaikan pokok pikirannya, tapi ada juga
kemungkinan yang sudah lengkap jadi. Jadi saya rasa kita manfaatkanlah dua-duanya
itu.

Silakan Pak Ruki.

36. Pembicara: Taufiqurrachman Ruki (F-TNI/Polri)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Untuk yang pertama saya sependapat dengan saran Saudara Lukman tadi. Perlu
ada satu usulan yang jelas sehingga kita tidak lepas nanti dari sifat yang komprehensif
tadi. Sebab kalau usulan pasal per pasal, bab per bab, akan kelihatan nanti kenapa dari
fraksi berbeda satu sama yang lain, karena terkait dengan pemikiran secara
keseluruhan. Jadi saya sependapat dengan Saudara Lukman tadi.

Yang kedua, saya cuma mengklarifikasi kepada Pimpinan mengenai waktu. Kalau
sidang tahunan tadi dilakukan 10 Agustus, 18 Agustus dan tentunya sidangnya akan
sebelumnya, tentunya dua minggu sebelum Sidang Umum dimulai itu bahan-bahan itu
sudah sampai ke tangan anggota. Belum lagi diperlukan waktu untuk distribusi.
Perhitungan saya kerja kita ini harus sudah selesai tanggal 27 Juli, atau 26. Bahkan
sebelumnya mungkin, karena untuk distribusi nanti, untuk dicetak, direproduksi, untuk
distribusi. Ini perlu waktu saya kira, perlu dihitung kembali itu.
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Terima Kasih.

37. KetuaRapat: Jakob Tobing

Mengenai yang terakhir, kita periksa, Pak. Tetapi yang terakhir itu perlu diubabh,
jadi tidak dua minggu. Jadi sebelumnya, sebelum sidang dimulai supaya sampai. Dulu
yang tahap satu yang duluy, itu memang begitu. Tetapi baiklah kita tetap kasih waktu.
Sebab kemungkinan, ini kan BP yang kan menentukan hal itu. Kita memang akan
kemungkinan besar, kita justru mengusulkan diberi waktu yang lebih panjang kepada
komisi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tadi. Di mana ada beberapa
alternatif yang muncul dari kita memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan itu
mekanismenya adalah rapat-rapat komisi, di sana bisa diambil keputusan. Tapi nah, itu
mengingatkan kita bahwa kita memang waktunya tidak panjang.

Terima kasih, silakan Pak, Hardi.

38. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Setelah kita sekarang ini, terlampau stress dengan waktu yang tersedia. Terasa
mungkin kita terlampau menyia-nyiakan waktu yang lalu. Tapi yang sudah lewat, ya
lewatlah, sehingga timbul pertanyaan apakah memang sudah waktu yang disediakan
ini memang seperti itu. Apa tidak ada kemungkinan lagi untuk ditambah lagi?

Terima kasih.

39. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Tapi begini, saya pikir tidak betul kalau Pak Ali Hardi dan kita semua menyia-
nyiakan waktu yang lalu, kita pergunakan dengan sangat serius sampai berpayah-
payah. Kita pergi ke luar negeri dan ke daerah juga, tapi kalau untuk berpikir tentang
versi lain itu, saya rasa, ntar Pak, di sana saja kita ngomong, kita ditugaskan oleh Tap
MPR No. IX/MPR/2000, tanggal 18 disodorkan ini jadi, begitu. Saya rasa begitu.

Jadi ini Tim Kecil akan menyelesaikan tugas selanjutnya di alokasi waktu dan
nanti pada hari Rabu pagi kita kan pergunakan waktu sebentar untuk melihat jadwal
dan dilanjutkan dengan babak pertama, bab demi bab begitu.

Saya rasa dengan demikian dapat kita akhiri rapat kita?

40. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)
Interupsi Pak Pimpinan sidang, saya boleh bicara sebentar.

41. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Sebentar, kalau begitu saya catat saja dulu. Ibu Valina, Pak Hatta...

42. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)

Klarifikasi saja, kita ini kan masing-masing fraksi diberi jatah staf ahli.
Keikutsertaan mereka itu kan harus dilegitimasi dalam persidangan-persidangan,
secara resmi kita memang diberi masing-masing fraksi dua orang staf ahli.

43. KetuaRapat: Jakob Tobing
Jadi ini saya rasa hanya supaya etis saja barangkali, maksud Pak Yusuf. Karena ini
rapat terbuka sebetulnya. Karena kita bisa masuk, tapi supaya diketahui staf ahli atau
pendukung dari masing-masing fraksi itu bisa mengikuti, itu bisa kita terima ya... Pak?
Nanti ID Card dan segala macam, akan disediakan, karena memang tempat terbatas.
Silakan Ibu Valina dulu dan kemudian Pak Hatta.

44. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)
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Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nampaknya memang semakin mendekati proses pembahasan, sebetulnya
dipertanyakan apakah istilah amendemen itu tepat atau tidak. Amendemen apakah
pengubahan. Apakah kita akan mengubah ataukah kita mengamendemen pertama.
Tetapi memang nampaknya semakin dekat ke proses itu maka perhatian masyarakat
itu juga semakin besar terhadap kinerja dari PAH I. Karena itu tidak heran kalau
kemudian sekarang banyak apa namanya.., pendapat-pendapat atau pemikiran-
pemikiran dari masyarakat mengenai sejauh mana sebetulnya kinerja dari PAH L.

Kemudian yang lebih jauh lagi mungkin apa yang terjadi dalam seminar di Ul
kemarin, karena memang baru pertama kali itu Ul mengadakan seminar mengenai
amendemen. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui, apapun saya kira memang harus
kita dengar. Karena itu adalah suara dari masyarakat, khususnya dari kampus dan kita
tahu memang akademisi itu, memang kalau bersuara itu kan sangat kritis. Kadang-
kadang juga over kritis, begitu ya, jadi memang..., tapi apapun memang harus kita
dengar. Misalnya mereka mengatakan sejauh mana kompetensi dari PAH . Yang lebih
ekstrim lagi mereka mengatakan siapa yang memberikan mandat kepada MPR untuk
melakukan pengubahan, untuk melakukan amendemen, misalnya begitu kan ? Artinya
sangat ekstrim, karena memang yang terjadi selama ini memang mereka tidak
mengetahui proses yang berlangsung di dalam BP MPR. Apa yang dikerjakan PAH I.
Sejauh mana pengubahan pertama, lalu apa yang dilakukan oleh PAH I sekarang ini,
memang mereka tidak mengetahui.

Karena itu kemarin saya mengundang teman-teman dari PAH I untuk hadir
dalam seminar itu dengan harapan bisa memberikan penjelasan-penjelasan, klarifikasi
pada teman-teman. Oleh karena posisi saya pada waktu itu kan sebagai Pimpinan Lab
Pol, bukan sebagai anggota BP MPR sehingga memang conflict of interest di situ. Saya
tidak bisa memberikan Klarifikasi-klarifikasi yang terlampau jauh kepada teman-
teman. Jadi harapan saya dari teman-teman kemarin, karena apa, karena dari usaha
teman-teman untuk mengklarifikasi terhadap berbagai pendapat atau tanggapan dari
kalangan masyarakat, khususnya akademisi, mereka dapat mengetahui sejauh mana
kompetensi dari PAH I ini.

Seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Cetro. Cetro itu kan sebetulnya
melakukan suatu proses advokasi, karena mereka punya satu konsep tertentu untuk
digolkan, yaitu mengubah sistem pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Jadi dari
situ pun mereka juga dapat mengetahui sejauh mana kompetensi dari anggota PAH |,
ketika mereka diundang dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan secara reguler, kalau
tidak salah oleh Cetro. Dan kalau mendengar dari teman-teman Cetro ini, saya khawatir
bahwa penilaian yang diberikan oleh teman-teman Cetro pun agak,... saya tidak tahu
siapa saja yang suka datang ke diskusi Cetro, Karena itu memang apa, maksud saya
adalah bahwa kita semua itu adalah siap dengan konsep-konsep yang jelas mengenai
soal pengubahan. Karena ini semakin hari, semua kalangan itu semakin memberikan
perhatian pada kita di PAH I ini. Seperti misalnya dalam seminar kemarin, Prof.
Soemantri yang sudah kita undang beberapa kali, baik di PAH III dulu maupun di PAH I
kemarin, beliau melontarkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh BP, apakah akan
merombak total Undang-Undang Dasar 1945 ataukah hanya mengubah, beliau
mengatakan kalau merombak total maka itu perlu dibentuk Konstituante misalnya gitu
kan. Ini kan usul dari akademisi kan memang demikian. Mereka itu selalu
mempertanyakan kapabilitas dan integritas dari anggota BP, karena melihat
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perkembangan politik riil belakangan ini. Jadi memang tidak bisa disalahkan, karena
kita mesti siap dengan penjelasan-penjelasan dan klarifikasi-klarifikasi. Dan yang
paling penting dari Pimpinan itu, untuk sosialisai dan apa kepada masyarakat luas.
Karena itu saya mengusulkan agar kita memutuskan apa kita akan merombak total
Undang-Undang Dasar 1945 ataukah mengubah sebagian-sebagian.

45. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Kita jalan saja dalam program kita, Bu! Dan kita memang secara sadar sudah
berusaha mengkomunikasikan, kadang-kadang ada juga pihak yang suaranya yang
ingin didengar. Jadi tidak apa-apa dan saya rasa kita perlu apresiasi, saya tahu Ibu
Valina berusaha untuk memberikan input, pada waktu itu, pada waktu seminar itu.
Beberapa dari kita tidak bisa datang pada seminar itu, bukan karena tidak menghargai
tetapi karena sebagian ada yang baru saja pulang. Jadi tidak sempat bereaksi terhadap
undangan itu.

Silakan Pak Hatta!

46. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya saya menambahi Ibu
Valina lah. Karena kita hadir di situ. Saya heran ada seorang akademisi yang S2 yang
menanyakan kompetensi PAH I itu mandatnya dari mana? Terus akhirnya saya tanya
juga pada Undang-Undang Dasar 1945 dibuat, itu mandatnya dari mana? Dari Jepang
katanya. Tapi buntut-buntutnya itu, Saudara Ketua, dia meragukan kita mendapat
istilahnya itu mandat MPR ini diragukannya, tetapi dia minta supaya MPR ini
memberikan mandat kepada lembaga independen untuk menyusun Undang-Undang
Dasar 1945, kan lucu jadinya. Ini artinya begitu ya.

Jadi ada kontradiksi juga dari pendapat yang meragukan kompetensi dari PAH I
ini. Kalau dia meragukan kemampuan kita-kita ini boleh-boleh sajalah. Saudara Ketua,
ada satu hal yang ingin saya tanya tadi. Saudara Ketua bilang kita sudah berpayah-
payah studi banding, apakah itu hasil-hasilnya itu hanya merupakan, artinya bekal kita
masing-masing orang, ataukah perlu ada laporan ke pleno, ke masing-masing PAH I
atau PAH I], atau ya masing-masing dimanfaatkan oleh masing-masing fraksi lah, apa
yang sudah kita banding-bandingkan itu.

Terima kasih Saudara Ketua.

47. KetuaRapat: Jakob Tobing

Terlalu serius berpayah-payahnya, ya? Tadi dalam Rapim diusulkan untuk kita
dan tadi kami lupa menyampaikan, melihat waktunya juga, itu laporan harus masuk.
Laporan itu tertulis dan dibagikan kepada kita masing-masing. Jadi masing-masing kita
mempunyai sembilan laporan dan itu menjadi referensi kita, tapi itu dinyatakan resmi
bahan kita, begitu. Artinya tidak usah dipresentasikan lagi.

Baik, saya rasa kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita dan kami persilakan
Pak Ali Masykur untuk memimpin rapat Tim Kecil dan nanti bisa diatur kapan
waktunya sesudah rapat ini kami tutup.

48. Pembicara: Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Interupsi sebentar, Ketua!

Saya klarifikasi yang ada di koran itu siapa itu penyelenggaranya, apakah
memang....

49. Ketua Rapat: Jakob Tobing
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